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ABSTRAK 
 ANGGA MUGI SAPUTRA. Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi 
Marhaenisme Soekarno Ditinjau dari Filsafat Humanisme. Ir. Soekarno 
merupakan proklamator, pejuang bangsa, sekaligus presiden pertama Indonesia. 
Beliau merupakan pencetus istilah Marhaen ataupun ideologi Marhaenisme. 
Karya karya serta pemikiran beliau memberikan sumbangsih besar bagi 
berkembang dan berdirinya bangsa Indonesia, pasca terbelenggu oleh 
imperialisme dan kapitalisme bangsa Kolonial. Buah pemikiran Soekarno tentang 
Marhaenisme merupakan suatu bentuk upaya Soekarno untuk mengetaskan 
masyarakat dan bangsa dari keterkungkungan bangsa kolonial serta kemiskinan. 
Soekarno inging mengangkat drajat rakyat melalui pemikirannya ini dengan 
membuat rakyat merdeka dalam berfikir dan melakukan sesuatu hal. Sudah 
banyak peneliti yang berbicara tertang marhaenisme ataupun humanisme 
Soekarno, akan tetapi belum banyak peneliti yang berbicara marhaenisme sebagai 
bentuk atau prodak dari buah pemikiran humanisme seorang tokoh Soekarno. 
Pokok masalah penelitan adalah bagaimana sosio-nasionalisme dan sosio-
demokrasi marhaenisme Soekarno ditinjau dari filsafat humanisme? Masalah ini 
kemudian dijabarkan menjadi dua sub masalah: (1) Bagaimana sosio-nasionalisme 
dan sosio-demokrasi Marhaenisme dalam pandangan humanisme?, dan (2) 
Bagaimana implementasi marhaenisme sebagai upaya Soekarno untuk 
mengangkat martabat rakyat Indonesia dari ketertindasan? 
 Peneliatian bersifat kepustakaan, sumber primernya diambil dari beberapa 
buku karangan Soekarno. Sumber skunder diambil dari berbaga buku, jurnal, dan 
artikel yang membahas marhaenisme dan humanisme yang relevan dengan 
masalah penelitian. Langkah awal penelitian adalah mengumpulkan data primer 
diambil dari beberapa sumber. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, 
metode kesinambungan historis, dan metode intepretasi. 
 Hasil penelitian membuktikan, bahwa dalam pandangan Marhaenisme 
Soekarno mecakup pada teori dasar dasar humanisme yang berdasarkan moral 
pada diri manusia dan etika dalam setiap hubungan manusia, serta segala hal yang 
mencakup martabat manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak azazi yang 
merupakan inti dari konsep humanisme. Pada hal ini Soekarno mewujudkan 
dalam sebuah paham Marhaenisme, yang didalamnya terkandung asas-asas sosio-
nasionalisme dan sosio-demokrasi yang memperjuangkan manusia dari segala 
bentuk ketertindasan, keterkungkungan, dan kemiskinan. 
 Implementasi marhaenisme sebagai upaya mengangkat martabat rakyat 
terdapat dalam cita-cita marhaenisme yang berkeinginan membebaskan rakyat 
dari kertindasan imperialisme dan kapitalisme. Hal ini diwujudkan dengan 
pemberdayaan masyarakat sipil, pemberdayaan berarti meciptakan kondisi yang 
ideal, sehingga semua orang yang memiliki kreatifitas dapat menyumbangkan 
kemampuan secara optimal untuk perubahan.             
 Kata kunci : Marhaenisme, Humanisme, Sosio-nasionalisme, Sosio-
demokrasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Tinjauan filsafat terhadap sebuah konsep ideologi, berarti harus juga 
mengerti ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara 
memandang segala sesuatu secara umum dalam kehidupan sehari-hari dan 
beberapa arah filosofis ideologi politis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh 
kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama ideologi 
untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif, sistem 
pemikiran abstrak tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada 
masalah publik sehingga membuat konsep menjadi ideologi politik. Secara 
implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak 
diletakkan sebagai system berfikir yang eksplisit. Jadi aspek yang paling dasar 
dalam pembangunan bangsa menempa rasa identitas, banyak negara-negara yang 
kekurangan simbol-simbol konvensional dan tradisi keindonesiaannya, dan satu 
cara mengikis kesukuan dan loyalitas sempit seperti Soekarno dengan 
Marhaenisme dan Pancasila.
1
 
 Marhaenisme dapat menjadi kata pemersatu karena di Indonesia yang 
miskin bukan hanya proletar yang hanya menjual tenaga atau jasanya, tetapi orang 
yang mempunyai tempatpun termasuk. Entah ia sebagai petani, buruh, nelayan, 
pegawai, sarjana, maupun dokter, selama ia dalam keadaan miskin maka ia adalah 
                                                          
1
Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: 
CCE UIN Jakarta, 2003), h. 26 
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Marhaen. Dalam pembelaannya Soekarno menggunakan istilah Marhaenisme 
dengan makna yang lebih luas. Marhaenisme disamakan dengan “massaisme” 
atau kekuatan masa, meski mereka kecil dalam status dan kepemilikan, namun 
mereka besar dalam jumlah yang bila disatukan bisa menjadi kekuatan besarma 
melawan kolonialisme. 
 Kaum Marhaen bukan hanya kaum buruh, melainkan juga petani kecil, 
pedagang kecil, pelajar kecil. Bahkan, dalam perkembangannya kaum Marhaen 
bukan hanya kaum kecil atau kaum melarat saja. Setelah Marhaenisme dijadikan 
asas oleh Partindo, orang yang disebut Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa 
Indonesia yang menjalankan Marhaenisme Soekarno. 
 Ide yang mendasari Soekarno dalam merumuskan Marhaenisme diawali 
dari penelusuran historis yang dialami pada saat itu, yaitu kolonialisme Belanda 
yang menurut Soekarno menyebabkan kesengsaraan rakyat dan kemajemukan 
masyarakat Indonesia dalam suku, agama, budaya maupun aliran aliran politik.
2
 
Menurut penelusuran historis tersebut membuat Soekarno mencari cara 
bagaimana mempersatukan masyarakat inonesia yang majemuk tersebut. 
Mengenai banyaknya aliran politik yang terjadi pada saat itu, Soekarno 
menawarkan jalan keluar yaitu dengan ide menyatukan aliran aliran tersebut 
dengan ide NASAKOM (Nasionalis, Islamisme, dan Marxisme). Soekarno 
menawarkan ide tersebut dikarenakan masing masing aliran memiliki tujuan sama 
namu berjuang sendiri sendiri. 
                                                          
2
Ayub Ranoh, Kepemimpinan Kharismatis; Tinjauan-Teologis Etis atas Kepemimpinan 
Kharismatis Soekarno (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), h.41.   
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 Antara Soekarno dan Karl Marx, kedua-duannya sama-sama memiliki 
keprihatinan terhadap mereka yang tertindas dan miskin dan dimiskinkan karena 
sistem yang tidak adil, suatu sistem yang mengeksploitasi manusia, dari 
keprihatinan Marx terhadap kaum proletar yang tertindas dan terasing akibat 
kapitalisme. Telah menambahkan suatu teori dan sekaligus teori perjuangan yang 
pengaruhnya sangat luar biasa. Teori perjuangan Marx yang kemudian hari 
dikenal sebagai Marxisme sangat berpengaruh dalam benak Soekarno. Dan 
banyak inspirasi dari pemikiran dan tingkah laku politik Soekarno, demikian pula 
tulisan-tulisannya. Bahkan secara jujur Soekarno kemudian mengakui bahwa 
Marhaenisme yang ia ciptakan adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. 
Artinya masyarakat Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat 
Indonesia
3
 
 Berdasarkan dari penelusuran historis tersebut, Soekarno berupaya untuk 
menggalang rasa sentimen kebangsaan rakyat Indonesia yang pada saat itu 
tercerai berai. Dimulai dengan menawarkan ide tentang nasionalisme serta 
merumuskan model nasionalisme yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Konsep 
nasionalisme Soekarno sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ernest Renan (1882) 
dengan pendapatnya tentang bangsa. Menurut Renan bangsa adalah suatu nyawa, 
suatu azas akal
4
 
 Nasionalisme Soekarno berawal dari suatu bangsa, yaitu rakyat. Pengertian 
rakyat dalam konsep bangsa diatas adalah sekumpulan manusia yang secara 
                                                          
3
Soekarno, Pancasila Sebagai Dasar Negara (Jakarta: Inti Idaya Press Yayasan 
Pendidikan Sukarno 1984), h. 93 
4
Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi (Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera 
Revolusi, 1963), h. 3.  
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historis mempunyai kesamaan riwayat, kemauan keinginan untuk menjadi satu. 
Penekanan dalam konsep nasionalisme Soekarno, yaitu tentang kesadaran dan 
nasib. Apa yang diinginkan oleh Soekarno adalah perubahan nasib dari bangsa 
yang tertindas dan terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan memiliki harga 
diri.
5
 
 ”Nasionalisme adalah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat 
itu adalah suatu golongan dan satu bangsa. Rasa Nasionalistis itu akan 
menimbulkan suatu rasa percaya akan dirinya sendiri, rasa yang mana adalah 
perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan 
keaaan yang mau mengalahkan kita.”6 
Dijelaskan bahwa nasionalisme adalah keinsyafan (kesadaran) rakyat. 
Untuk menyadarkan dan membangkitkan rakyat : 
1. Menunjukan pada rakyat, bahwa mereka mempunyai masalalu, yaitu 
masalalu yang indah. 
2. Membangkitkan kesadran rakyat, bahwa mereka mempunyai masa kini 
adalah masa kini yang gelap. 
3. Memperlihatkan pada rakyat sinarnya masa depan  yang berseri-seri dan 
terang, serta cara mendatangkan masa depan yang penuh dengan janji-janji 
itu. 
 Dari pengertian nasionalisme Ruslan Abdul Gani, merumuskan tiga aspek 
Nasionalisme Indonesia. Pertama, Aspek Politik, bersifat menumbangkan 
                                                          
5
Yulianto Sigit Wibowo, Marhaenisme; Ideologi perjuangan Soekarno (Yogyakarta: 
Buana Pustaka, 2005), h. 37  
6
Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, (Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera 
Revolusi, 1963) h. 3. 
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dominasi politik bangsa untuk menggantikannya engan suatu sistem pemerintahan 
yang demokratis. Kedua, aspek nsosial politik, bersifat menghentikan eksploitasi 
ekonomi asing, dan membangun masyarakat baru yang disesuaikan dengan 
perkembangan jaman.
7
 Menurut konsep Nasionalisme tersebut Soekarno merasa 
perlu adanya ideologi yang mampu menjebatani antara ide tentang negara yang 
diinginkan rakyat Indonesia dengan realitas rakyat Indonesia.
8
 
 Nasionalisme Soekarno yang disebut sebagai sosio-nasionalisme. Sosio-
nasionalisme  diambil dari kata sosio yang berarti masyarakat dan nasionalisme 
yang berarti perasaan yang mengikat atas dasar kesamaan asal usul, rasa memiliki 
hubungan yang erat. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme masyarakat, 
nasionalisme yang mencari keselamatan seluruh masyarakat dan bertindak sesuai 
dengan keadaan masyarakat tersebut. Nasionalisme Soekarno adalah nasionalisme 
yang sadar akan keadaan masyarakat baru yang adil dan makmur tanpa 
penderitaan, serta bersandar atas asas pemikiran manusia.
9
 
 Sosio-nasionalisme ini merupakan prinsip awal Marhaenisme. Konsep ini 
digunakan pada masa perjuangan dan prinsip kedua adalah sosio-demokrasi 
dimana konsep ini diguakan setelah Indonesia merdeka, sosio-demokrasi bukan 
hanya demokrasi politik yang menitik beratkan pada kekuasaan kelembagaan 
melaikan juga mencakup bidang ekonomi yang menekankan bahwa setiap warga 
Negara memiliki hak, kewajiban dan perlakuan yang sama dalam bidang 
ekonomi. Kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. 
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Konsep sosio-nasionalisme dan sosio demokrasi kemudian  alam kongres Partindo 
1933 dijadikan sinonim dari istilah Marhaenisme. Soekarno memberi penegasan 
terhadap konsep sosio-nasioalisme dan sosio-demokrasi, yakni membebasan 
seluruh rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan kesengsaraan.  
 Konsep marhaenisme yang merupakan sinonim dari sosio-nasionalisme 
dan sosio-demokrasi merupakan dasar sendi sistem pemerintahan yang bukan 
hanya memiliki ciri demokrasi dalam bidang politik saja, melainkan juga 
mencakup sendi demokrasi ekonomi. Konsep ini membedakan sistem demokrasi 
Barat yang hanya mencakup sendi politik saja dengan sistem demokrasi yang 
diinginkan oleh Marhaenisme Soekarno. 
 Ide sentral dari Marhaenisme yang mencakup aspek demokrasi politik dan 
ekonomi, sama halnya dengan ide sentral yang terkandung dalam tema demokrasi, 
yaitu partisipasi rakyat. Dalam demokrasi politik dituntut tersedianya ruang bagi 
rakyat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam sistem politik, sama halnya dengan 
demokrasi ekonomi, Soekarno mensyaratkan dilibatkan partisipasi rakyat dalam 
sistem ekonomi. Partisipasi rakyat yang terangkan dalam demokrasi sendiri telah 
memberikan arti pada pemanfaattan secara optimal segenap potensi rakyat dalam 
segi politik maupun ekonomi. Pengelolaan potensi ekonomi yang bertujuan untuk 
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dikelola dengan 
sistem padat karya.
10
 
 Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang diusung Soekarno dalam 
Marhaenisme, dilihat dari sudut pandang atau kacamata humanisme dapat kita 
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ketahui melaui padangan humainesme Soekarno yang biasa disebut dengan 
Zichzelf  yaitu istilah yang dapat di pandang sebagai wadah yang tepat untuk 
Humanisme dalam pemikiran Soekarno. Secara terminologis, Humanisme berarti 
martabat dan nilai bagi setiap manusia, dan semua upaya untuk meningkatkan 
kemampuan-kemampuan alamiahnya (fisik nonfisik) secara penuh.
11
 Humanisme 
adalah istilah dalam sejarah intelektual  yang acap kali digunakandalam bidang 
filsafat, pendidikan dan literature. Secara umum kata humanisme  berkenaan 
dengan pemahaman manusia terhadap eksistensi dirinya dalam hubungan 
kemanusiaan dengan orang lain dalam komunitas. pada masa Yunani klasik, 
humanisme ini mewujud dalam  paideia
12
 suatu sistem pendidikan Yunani klasik 
yang dimaksudkan untuk menerjemahkan visi tentang manusia ideal. Hanya saja, 
perspektif Yunani klasik ini bertolak dari pandangan yang semata kodrati tentang 
manusia.
13
 
 Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Marhaenis Soekarno 
dalam upaya humanis yang dilakukan Soekarno untuk memperjuangkan nasib 
bangsa Indonesia, Marhaenisme Soekarno sendiri di dalamnya terkandung dua 
unsur penting yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokarasi, dalam hal ini sosio-
nasionalisme yang berarti perasaan yang mengikat atas dasar kesamaan asal usul, 
rasa memiliki hubungan yang erat. Jadi sosio-nasionalisme adalah nasionalisme 
masyarakat, nasionalisme yang mencari keselamatan seluruh masyarakat dan 
bertindak sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut, sedangkan sosio-
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demokarasi adalah sosio-demokrasi di mana konsep ini diguakan setelah 
Indonesia merdeka, sosio-demokrasi bukan hanya demokrasi politik yang menitik 
beratkan pada kekuasaan kelembagaan melaikan juga mencakup bidang ekonomi 
yang menekankan bahwa setiap warga Negara memiliki hak, kewajiban dan 
perlakuan yang sama dalam bidang ekonomi. Kedua prinsip tersebut tidak dapat 
dipisahkan dan saling berhubungan.   
 Maksud dan tujuan peneliti menurut uraian di atas adalah menggali 
relevansi marhaenisme Soekarno, dalam hal ini penulis mengkategorikan sosio-
nasionalisme dan sosio-demokrasi marhaenisme Soekarno ditinjau dari filsafat 
Humanisme. Apakah Marhaenisme masih akan menjadi wadah yang relevan dari 
waktu ke waktu  untuk menjadi upaya Soekarno dan para penerus bangsa sebagai 
upaya memperjuangkan nasib bangsa yang tertindas haknya. Melalui pemikiran 
Humanisme Soekarno kita akan mengetahui seberapa dalam arti kemanusian dan 
bangsa Indonesia bagi Soekarno.  
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menetapkan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Marhaenisme Soekarno 
dalam pandangan Humanisme? 
2. Bagaimakah implementasi marhaenisme, sebagai upaya Soekarno untuk 
mengangkat martabat rakyat Indonesia dari ketertindasan? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Mendiskripsikan pandangan Humanisme terhadap sosio-nasionalisme dan 
sosio-demokrasi Marhaenisme Soekarno 
2. Mendiskripsikan implementasi Marhaenis Soekarno dalam kehidupan untuk 
upaya  mengangkat martababat rakyat Indonesia dari ketertindasan. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat akademik  
a. Diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam ideologi yang di usung 
Soekarno tentang sosio-nasionalisme marhaenisme Soekarno dalam 
perspektif humanisme. 
b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian ini secara akademis 
sehingga dapat menjadi tawaran dalam kajian filsafat humanisme. 
2. Manfaat Pragmatis 
a. Menambah pemahaman tentang pemikiran Marhaenisme Soekarno. 
b. Diharapkan penelitian dapat membuka kesadaran bahwa manusia 
semestinya memiliki hak hidup yang sama dengan yang lain. 
E. Tinjauan Pustaka 
  Dalam  kajian terhadap sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi 
marhaenisme Soekarno dalam sudut pandang humanisme, maka perlu 
dilakukannya telaah terhadap studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal 
ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana relevansi marhaenisme Soekarno 
dalam upaya Humanis atau kemanusiaan dan melihat sumber sumber yang akan 
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dijadikan sebagai reverensi dalam kajian ini, maka berikut ini penulis akan 
menyajikan beberapa pustaka berupa kajian yang relevan dengan judul yang 
penulis teliti, beberapa di antaranya adalah: 
 Sebagai mana hasil penelitian di antaranya,tesis Surya Desismansyah Eka 
Putra (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2015) dengan judul Pemikiran 
Soekarno Tentang Humanism Ditinjau  dari Filsafat Manusia dengan hasil 
penelitian ini menyimpulkan pada pandangan Soekarno tentang humanisme, 
Soekarno memberikan konsep yang cukup luas untuk dapat mengerti konsep 
humanisme. Konsep tersebut  diilhami dari, dan atau oleh agama Islam 
khususnya, rasa nasionalisme dan juga bentuk sosialisme di Indonesia. 
 H. Maulwi Saelan dalam bukunya Dari Revolusi ‘45sampai kudeta 66, 
(Jakarta, Visi Media Pustaka, 2008) dalam buku ini menerangkan tentang cita-cita 
revolusi hingga perjalanan Soekarno dalam mengawal revolusi bangsa dari tahun 
1945 sampai kudeta taun 1966, serta pertarungan ideologi di akhir 
kepemimpinannya. 
 Ing. Gatut Salosono, Marhaenisme Bung Karno Marxisme Anak 
Indonesia, (Yogyakarta, Ardana Media, 2008). Dalam buku ini menerangkan 
tentang ideologi Marhaenisme sebagai ajaran Soekarno adalah Marxisme yang 
dipraktikan di Indonesia serta menerangkan pokok-pokok ajaran marhaenisme 
tentang sosio-demokrasi dan sosio-nasionalis. 
 Berdasarkan dari pemaparan di atas, persamaan dengan karya tulis ilmiah 
ini adalah sama-sama membahas tentang cita-cita Soekarno terhadap bangsa 
Indonesia melalui beberapa pemikiran terhadap bangsa, seperti halanya sosio-
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nasionalisme dan sosio-demokrasi Marhaenisme dan pemikiran Humanisme 
Soekarno. Sedangkan, perbedaan dari karya tulis diatas adalah penulis  lebih 
memfokuskan pada pemikiran  sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi 
Marhaenisme Soekarno melalui sudut pandang Humanisme sebagai kajian utama. 
F. Kerangka Teori 
 Ideologi merupakan pondasi dasar dibangunnya suatu negara dalam upaya 
mencapai nilai-nilai luhur yang adil. Seperti perjuangan mewujudkan kesamaan 
drajat atas manusia yang satu dengan yang lainnya melalui terbentuknya 
Marhaenisme oleh Soekarno, dimaksutkan berdirinya Marhaenisme merupakan 
upaya Soekarno dalam membela kaum bawah yang tertindas oeh kalangan 
apitalis. Marhaenisme diupayakan menjadi upaya Soekarno dalam perjuangan 
kemanusian yang senada dengan Humanisme. 
 Humanisme memiliki suatu nada yang simpatik, istilah ini menampilkan 
suatu dunia yang penuh dengan konsep-konsep dan nilai nilai penting seperti: 
martabat manusia, nilai-nilai kemanusia, hak asasi manusia, dan sebagainya. 
Pentingnya menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi 
segala aspek kehidupan merupakan prinsip seorang humanis.
14
Karena Humanisme 
sendiri memiliki arti kata homo yang berarti manusia, dan humanus yang 
memiliki arti bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia. 
 Dasar dari Humanisme adalah moral yang ada dalam setiap manusia dan 
etika dalam setiap hubungan antar manusia. Moral dan etika memiliki yang luar 
biasa untuk menuntun manusia dalam hidup kesehariannya. Humanisme 
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mengajarkan apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan dan dihindarkan 
dengan kehidupan sesame makhluk hidup, Humnisme juga mengajarkan apa yang 
menjadi hak dan kewajiban kita sebagai manusia. 
 Seperti menurut tokoh R.M.P Sosro Kartono yang merupakan kakak 
kandung RA Kartini yang berfikiran bahwa di Jawa juga diajarkan  bagaimana 
cara memelihara hubungan sedulur papat limo pancer, menjaga fitrah kehidupan 
dan memelihara hubungan dengan sangkan paraning dumadi.
15
 Namun dewasa 
ini sikap humanis sudah sedikit demi sedikit menghilang, sepintas mereka sudah 
mulai lebih memilih kemudahan dan kenikmatan yang bersifat sementara.  
 Sikap hidup modern membuat manusia lupa hakikat manusia hidup di 
dunia ini untuk apa. Apakah hanya untuk bersenang senang, berlomba untuk 
menjadi yang terbaik, atau untuk yang lainnya. Saling menindasnya manusia satu 
sama lain atas dasar kebutuhan hidup dan dikuasainya oleh kalangan bermodal 
membuat manusia lupa akan sebagaimana mestinya manusia hidup bersama 
dalam suatu wadah kemasyarakatan. 
 Senada dengan yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, Humanisme 
adalah keyakinan bahwa setiap manusia harus dihormati sebagai pesona, sebagai 
pesona dalam arti sepenuhnya, bukan karena pintar atau bodoh, baik atau buruk, 
daerah asal usulnya, komunitas etnik atau dari agama mana, dan apakah dia laki-
laki atau perempuan. Beberapa ciri yang humanis menurut Frans Magnis suseno 
adalah manusia yang tahu diri bahwa dirinya tidak tahu, bijaksana, terbuka dalam 
melihat berbagai kemungkinan, bersifat poditif terhadap sesama manusia, anti 
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fanatisme, kekerasan, penilaian-penilaian mutlak, tidak mengutuk pandangan-
pandangan orang lain, bersikap terbuka, toleran, menghormati berbagai keyakinan 
dan sikap, serta mampu melihat yang positif dibalik perbedaan.Teori Humanisme 
Frans Magnes Suseno lahir sebagai pemikiran puncak etikanya. Menurutnya etika 
bisa mencapai puncaknya yang luhur dalam Humanismenya.
16
  
 Humanisme merupakan hal yang paling utama dari semua keyakinan 
moral yang kokoh; sebuah keyakinan moral yang secara langsung mengisyaratkan 
sikap etis yang praktis dan konsisten. Ia merupakan kepercayaan yang 
menyatakan bahwa setiap manusia harus dihormati seutuhnya, bukan karena dia 
bijaksana atau tolol, baik atau jelek, dan tanpa memandang agama atau suku, 
komunitas agamanya, atau apakah ia laki-laki atau perempuan. Artinya, kita tidak 
diarahkan untuk menghargai seseorang atas dasar identitas, kepercayaan, 
idealisme, dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran dan kebutuhannya.
17
 
 Dalam level institusi Humanisme berarti penciptaan lembaga-lembaga 
yang membentengi sikap sikap yang telah disebutkan di atas. Institusi ini 
memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang diperlakukan dengan jahat, 
menerima penghinaan yang dapat mengancam identitas dirinya, baik individu 
maupun kolektif, dan hal-hal yang dapat membuat mereka hidup dalam ketakutan 
atau dibawah tekanan. 
G. Metode Penelitian 
 Disiplin ilmu Filsafat juga mempunyai metode khusus dalam menadakan 
penelitian. Oleh karena itu pendekatan filosofis diharapkan menjadi corak yang 
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kental dari kajian terntangSosi-Nasionalis Marhaenisme dalam perspektif 
humanis. Adapun cara pendekatan filosofis ini diawali dengan mengumpulkan 
kepustakaan, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan dalam jenis kepenelitian kepustakaan (library 
research) yaitu suatu penelitian yang menelusuri literatur-literatur yang ada 
relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas merupakan jenis penelitian 
kualitatif yang bersifat induktif, yaitu penelitian yang berangkat dari 
pernyataan pernyataan khusus, kemudian diabstrasikan dalam bentuk 
kesimpulan umum.
18
 Sumber data yang diperlukan untuk menyusun penelitian 
ini terdapat dalam buku-buku primer maupun sekunder. 
2. Sumber data 
Dalam penulisan ini menggunakan dua jenissumber data, yakni sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah yang 
berhubungan langsung dengan konsep yang dikaji, yaitu : 
1. Soekarno, Pancasila Sebagai dasar Negara (Ir. Soekarno 1984) 
2. Soekrano, Dibawah Bendera Revolusi (Soekarno 1963) 
3. Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme. Karangan Soekarno, Media 
Presindo, Yogyakarta, 2001 
4. Mencapai Indonesia Merdeka, (Ir. Soekarno) CV. Haji Masagug, 
Gunung Agung, Inti Indrayu Press, Jakarta, 1989 
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 Sumber data sekunder  diperoleh dari analisis dan pandangan para tokoh 
tentang pemikiran marhaenisme Soekarno, dalam bentuk buku artikel maupun 
catatan lepas. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Diadakan pencarian literature membahas tentang sosio-nasionalisme dan 
sosio-demokrasi Marhaenisme Soekarno dalam perspektif humanis dari 
literature, buku ataupun catatan lepas yang berupa tulisan Soekarno sendiri 
maupun pandang dari tokoh lain. 
b. Setelah literature terkumpul, dilakukan pengkajian yang akan disesuaikan 
dengan aspek-aspek yang akan diulas dalam penelitian. 
c. Pemilihan dilakukan atas pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan 
objek kajian, sehingga pemikiran yang dibahas tersusun sistematis dan 
ilmiah. 
4. Metode Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, maka yang dilakukan penulis adalah 
menganalisis data. Adaapun tehnik pengolahan data dalam skripsi ini 
menggunakan metode sebagai berikut:  
a. Metode deskriptif 
Digunakan dalam memaparkan secara umum tentang mahaenisme 
Soekarno. Kemudian mendalami, menganalisis, dan memberikan 
keterangan dan gambar jelas, sistematis, dan obyektif
19
 mengenai 
marhaenisme Soekarno. Penjelasan deskriptif digunakan ketika 
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menafsirkan pemikiran Soekarno dalam pemaparan yang seperlunya dan 
bersifat substansial, kemudian penulis mencoba untuk menjelaskan 
semuanya secara gambling dan sederhana. 
b. Metode Kesinambungan Historis 
Metode ini untuk mengetahui sejarah dan perkembangan
20
 dalam 
melakukan analisis terhadap tokoh, kita juga harus menghubungkan 
pemikiran-pemikirannya terhadap sejarah hidupnya seperti lingkungan 
historis, dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan 
hidupnya, mengenai sosio-nasionalisme marhaenisme Soekarno dalam 
upaya mengangkat derjat kaum bawah. Karena sebagai makhluk historis, 
perkembangan manusia harus dipahami melalui proses berkesinambungan. 
Manusia berkembang dalam pengalaman dam fikiran. 
c. Metode Interpretasi 
Metode ini digunakan untuk mengungkapkan makna dan nilai
21
 pada 
sosio-nasionalis marhaenisme yang di telaah dan dipahami secara 
mendalam. Metode ini digunakan untuk menganalisis sosio-nasinalisme 
marhaenisme dalam perspektif humanis. Memahami  kandungan konsep 
Marhaenisme dengan cara ditafsirkan. Metode ini digunakan guna 
mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Sebab, ada beberapa hal yang 
dipertahankan disini untuk tidak menghilangkan substansi pemikiran 
Soekarno. 
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H. Sistematika Pembahasan 
 Kajian ini terdiri dari lima bab, yang didalam setiap babnya terdiri dari 
beberapa sub bab. Berikut sistematika pembahasannya:  
 Bab satu pendahuluan yang berisi bagi penelitian yang terbagi dalam 
delapan sub. Bab pertama ini, meliputi: Latar belakang masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 
sistematika pembasan. 
 Bab dua berisi tentang sejarah pemikiran marhaenisme yang meliputi 
riwayat hidup Soekarno, awal pemikiran marhaenisme, kategori kelas 
marhaenisme, marhaenisme dan pancasila, dan ideologi perjuangan marhaenisme. 
 Bab tiga berisi tentang humanisme yang meliputi sejarah humanisme, teori 
humanisme, dan keterkaitan humanisme dan agama. 
 Bab empat merupakan inti dari pembahasan tentang pandangan 
humanisme terhadap Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi Marhaenisme 
Soekarno dan implementasi marhaenisme sebagai upaya Soekarno untuk 
mengangkat martabat rakyat Indonesia 
 Bab lima bab terakhir atau penutup. Dalam bab terakhir ini diuraikan 
secara singkat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 
Kemudian di akhiri dengan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
xxx 
 
BAB II 
SEJARAH PEMIKIRAN MARHANISME SOEKARNO 
A. Riwayat Hidup Soekarno 
 Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Sukemi 
Sosrodihardjo yang berasal dari Blitar dan Ida Ayu Nyoman Rai yang berasal dari 
Bali. Pada masa sekolah Soekarno Soekarno dipengaruhi politik etis atau hutang 
budi di bidang pendidikan. Kaum colonial Belanda dibawah pengaruh J.H. 
Abendanon yang menginginkan pendidikan gaya Eropa dengan bahasa Belanda 
sebagai bahasa pengantarnya sebagai kaum elit Indonesia yang terpengaruh 
Barat.
22
 
Setelah tamat sekolah dasar, Soekarno berekesempatan melanjutkan 
pendidikan di Surabaya. Melalui jasa teman baik ayahnya, yakni Oemar Said 
Tjokroaminoto, ayahnya mendaftarkannya ke HBS (Hogere Burger School), dan 
menitipkannya di rumah Tjokroaminoto,di HBS Soekarno belajar selama lima 
tahun. Pada tanggal 10 juni 1921 ia lulus dari HBS dan bermaksud melanjutkan ke 
Belanda, namun ibunya tidak mengizinkannya. Ibunya ingin agar Soekarno 
melanjutkan di dalam negri saja. Akhirnya soekarno mendaftarkan diri di Sekolah 
Tinggi Teknik (Technische Hogeschool) di Bandung.
23
 
Kehidupan politik yang dialami Soekarno tak lepas dari persoalan politik 
bagaimana Indonesia merdeka. Bergaul dengan masyarakat Surabaya semasa 
menjadi murid HBS yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, seorang pemimpin 
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kharismatik dari Sarekat Ilsam (SI).banyak tamu yang datang ke rumah 
Tjokroaminoto. Orang-orang yang aktif dalam pergerakan rakyat, seperti Haji 
Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, tan Malaka, Semaoen, Alimin, juga politisi 
sosialis Belanda Sneevliet dan Baars. Soekarno sering diajak diskusi bersama 
mereka.
24
   
Pada tahun 1927 Soekarno bersama Iskaq Tjokrohadisurjo, Dr. Tjipto 
Mangunkusumo, Budiarto dan Sunario mendirikan Perserikatan Nasional 
Indonesia yang pada bulan mei 1928 namanya berubah menjadi Partai Nasional 
Indonesia (PNI) yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
25
 Pemerintah 
kolonial Belanda mengawasi dengan ketat perkembangan PNI, karena propaganda 
yang dilakukan Soekarno mendapat dukungan masyarakat. Pada akhir tahun 1929 
tersiar kabar yang bersifat propkatif bahwa PNI  diduga akan melakukan 
pemberontakan pada awal 1930, berdasarkan berita tersebut  pada tanggal 24 
Desember 1929 Soekarno, Soepriadinata, Gatot Mangku Praja dan Maskun 
ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda.
26
  
Bebasnya Soekarno dari penjara Sukamiskin gagal memulihkan keretakan 
yang terjadi dalam partai.Moh. Hatta dan Sjahrir yang kembali dari Belanda tidak 
setuju dengan pandanga Soekarno, dan mereka mendirikan partai baru bernama 
Pendidikan Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PNI baru. Untuk 
membenarkan sikap mereka, Sjahrir menuduh Soekarno menumbuhkan prinsip 
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non-kooperasi seakan-akan sebagai agama dan Moh. Hatta menganggap Soekarno 
memanfaatkan non-kooperasi untuk melakukan provokatif besar-besaran dari 
pada berangsur-angsur.
27
  
Perbedaan sikap politik Soekarno yang radikal dan revolusioner membuat 
PNI kemudian pecah menjadi dua, Sartono mendirikan Partai Indonesia (Partindo) 
yang dipimpin oleh Soekarno dan Sjahrir, PNI-baru yang dipimpin oleh Moh. 
Hatta, bagi Soekarno partindo sangat sesuai dengan keinginannya, karena 
Partindo memberikan kebebasan dalam kegiatan politiknya sehingga Soekarno 
memilih masuk Partindo. Pada masa Partindo inilah istilah Marhaenisme mulai 
mendapat tempat yang luas.
28
 
Pada masa penjajahan Jepang. Soekarno aktif dalam organisasi yang 
dibuat oleh Jepang seperti Pusat Tenaga Rakyat (Putera) organisasi yang 
direncanakan sebagai jembatan mencapai pemerintah sendiri bersama Moh. Hatta, 
Ki Hajar Dewantara dan KH. M. Mansur yang didirikan pada tanggal 3 maret 
1943, namun rencana tersebut cepat tertangkap.
29
 Dengan kemampuannya 
melatih, mendidik dan melindungi rakyatnya, Soekarnopun diakui oleh Jepang 
sebagai tokoh sentral bagi rakyat Indonesia. 
Pada Agustus1945, Soekarno menjadi panitia persiapan kemerdekaan 
Indonesia (PPKI). Bersama Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan 
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Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang selanjutnya Soekarno dipilih 
sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. 
B. Awal Pemikiran Marhaenisme  
Kesengsaraan yang terjadi pada rakyat Indonesia yang hidup di bawah 
penjajahan kolonial Belanda merupakan objek dari pemikiran Soekarno. Soekarno 
berupaya keras untuk merumuskan persoalan nyata yang dihadapi bangsa 
Indonesia. Soekarno mempelajari sejarah Indonesia secara mendalam. Ia hidup di 
dalamnya, melihat dan mengalami, bahwa kehidupan di Indonesia sangat 
berlawanan antara minoritas kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. 
Bahkan kurang lebih 92% dari rakyat Indonesia pada masa kolonial hidup dalam 
keadaan miskin akibat penjajahan dan kapitalisme. Dalam tatanan masyarakat 
yang tidak adil itulah timbul keinginan untuk memberontak. Dengan terhapusnya 
penjajahan di Indonesia maka akan merubah kehidupan rakyat Indonesia.
30
 
Pada permulaan abad ke 17, Belanda telah memperkuat dalam suatu 
persaingan dan monopoli perdagangan Indonesia. Dengan Mendirikan VOC 
(Verenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1602. Kekerasan, paksaan dan 
tipudaya dijalankan oleh VOC agar hasil bumi hanya dijual kepadanya. VOC 
tidak hanya memonopoli dengan membeli membeli dengan harga murah, tetapi 
ingin berkuasa dengan menentukan harga sendiri.
31
 
                                                          
30
 O. P. Simorangkir, Renungan Bapak Marhaen Indonesia; Bung Karno (Jakarta: 
Univ.Krisnadwipayana, 2002), h. 17. 
31
 Ali Sastroamidjojo, Dasar-Dasar Pokok Marhaenisme (Jakarta: Partai Nasional 
Indonesia, 1961), h. 11-12 
xxxiv 
 
Pada masa penjajahan Belanda dan dari pemerasan yang sangat kejam 
maka lahirlah suatu kelas yang pada awalnya tidak ada di Indonesia, yaitu kelas 
proletar yang berasal dari petani yang sama sekali tidak punya tanah. Kaum 
proletar, kaum kaum tani melarat dan golongan melarat yang lain itulah yang oleh 
Soekarno disebut dengan satu nama kolektif Marhaen, yakni yang diperas pada 
masa Belanda, oleh imperialisme dan kapitalisme.
32
Selama penjajah bersama 
kaum feodal, kehidupan rakyat akan hidup dengan rasa takut dan menderita. 
Sepanjang rakyat masih ditindas dari suatu generasi ke generasi berikutnya tanpa 
perubahan hidup. 
Marhaenisme lahir sebagai suatu ajaran tentang azas dan cara perjuangan 
rakyat Indonesia dari masyarakat kolonial. Lahirnya Marhaenisme ketika 
pergerakan kemerdekaan nasional seolah-olah dilumpuhkan oleh imperialisme 
Belanda. Pergerakan kemerdekaan nasional seluruhnya terkena tindakan keras 
belanda, setiap pemimpin baik itu nasionalis maupun Islam dicurigai, dipersempit 
langkahnya dan ditangkapi. 
Dengan menggunakan teori dialetika Marxisme, Soekarno menemukan 
bahwa adanya pertentangan dua kekuatan , yaitu pertentangan atara yang terjajah 
dan yang menjajah. Pertumbuhan dan perkembangan imperialisme di Indonesia 
yang menyebapkan penderitaan rakyat. Soekarno berpendapat bahwa rakyat 
Indonesia dapat menghentikan penderitaan tersebut dengan melakukan 
perlawanan dengan membentuk kekuatan dalam suatu organisasi dan ruh dari 
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pembentukan kekuatan rakyat itu adalah nasionalisme.
33
 Rakyat Indonesia yang 
pada waktu itu sudah bergerak namun belum dapat memformulasikan secara tegas 
makna dan tujuan dari nasionalisme Indonesia tersebut. Pada pertengahan tahun 
1927 akhirnya ketegaan itu tercapai. Ketegasan formulasi tentang azas dan cara 
perjuangan tersebut tercapai dengan lahirnya Marhaenisme dan Partai Nasional 
Indonesia (PNI).
34
 
Namun dewasa ini, istilah Marhaenisme sudah jarang terdengar apalagi 
untuk mengenal kata Marhaenisme. Istilah Marhaenisme mencapai puncak 
kepopulerannya pada saat Soekarno tampil dipanggung politik serta memiliki 
kekuasaan sebagai presiden pertama Repulik Indonesia. Setelah Soekarno surut 
dari panggung politik, maka lambat laun istilah Marhaenisme jarang lagi 
terdengar. Dalam hal ini rezim Orde Baru memiliki peran penting dalam upaya 
menghancurkan Soekarnobeserta pemikirannya dengan meningkaitkannya pada 
Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunisnya. 
35
 
Marhaenisme sebagai teori perjuangan dirumuskan oleh Soekarno untuk 
membebaskan rakyat Indonesia saat itu dari penderitaan dan kesengsaraan akibat 
praktek feodalisme oleh bangsa sendiri dan kapitalisme, imperialisme dan 
kolonialisme bangsa asing, terutama Belanda. 
Konsep Marhaenisme Soekarno yang merupakan sinonim dari konsep 
sosio-nasionalisme dan sosio- demokrasi merupakan dasar sendi sistem 
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pemerintahan yang bukan hanya memilki cirri demokrasi dalam bidang politik 
saja, melainkan juga mencakup sendi demokrasi ekonomi. Konsep ini mebedakan 
sistem demokrasi barat yang hanya mencakup sendi politik saja dengan sistem 
demokrasi yang diinginkan oleh Marhaenisme Soekarno. Kedua bagian tersebut 
dapat dibeda-bedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua bagian tersebut 
menunjukan bahwa untuk melaksanakan Marhaenisme harus melalui dua fase, 
yaitu fase sosio-nasionalisme, adalah teori perjuangan yang harus dilaksanakn 
setelah zaman penjajahan berakhir, dan kaum Marhaen telah dalam keadaan 
merdeka, untuk membangun masyarakat yang bebas dari kesengsaraan lahir dan 
batin.
36
  
Dalam perjuangan Marhaen memang diakui bahwa kaum proletar 
mengambil bagian yang besar sekali karena perjuangan kaum Marhaen adalah  
perjuangan yang modern dan rasional. Sebab kaum proletarlah yang kini lebih 
hidup di dalam ideologi modern, kaum proletarlah kelas yang kinilangsung 
berhadapan dengan kapitalisme. Maka kaum proletar lebih mengerti seluk beluk 
masyarakat modern, kaum proletar adalah kelas yang kini berhadapan langsung 
dengan kapitalisme. Maka, kaum proletar lebih mengerti seluk beluk masyarakat 
modern. Hal tersebut dibandingkan Soekarno dengan sikap masih tradisionalnya 
petani Indonesia. Kaum tani pada umumnya masih hidup dalam ideologi 
feodalisme dan hidup di dalam kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan mistis.
37
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Soekarno juga menunjukan kekolotan para petani tersebut yaitu dalam 
cara pergaulan hidup dan cara produksi. Cara produksi mereka itu oleh Soekarno 
dikatakan sebagai cara produksi seperti zaman kerajaan Majapahit. Sebaliknya 
kaum proletar telah mengenal cara produksi kapitalisme, pendek kata menurut 
Soekarno  segala kemodern-an abad ke 20 telah dikenal kaum proletar. Oleh sebab 
itu , sangat rasional mereka kaum proletar dalam pejuangan anti kapitalisme dan 
anti imperialism itu berjalan dimuka sebagai pelopor.
38
 
Kemudian oleh Soekarno dirumuskan suatu teori atau asas untuk 
menyelamatkan kaum Marhaen tersebut dari sistem feodalisme, kapitalisme, 
imperialisme, dan kolonialisme. Teori tersebut dinamakan Marhaenisme. 
Untuk mendapatkan pengertian yang luas mengenai Marhaen dan 
Marhaenisme, dapat dilihat pada pidato Soekarno pada tahun 1933 dalam 
konvrensi partai Indonesia (Partindo) tentang Marhaen dan Marhaenisme. Pidato 
tersebut juga dijadikan keptusan dalam konvrensi Partindo yang terdiri dari 
Sembilan tesis tentang Marhaen dan Marhaenisme. Tesis-tesis tersebut antara lain  
1. Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi 
2. Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan 
kaum melarat Indonesia yang lain-lain 
3. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh karena itu 
perkataan proletar sudah termaksud di dalam perkataan Marhaen, dan oleh 
perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tadi dan lain lain kaum 
yang melarat tidak termaksud didalamnya. 
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4. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa didalam perjuangan, kaum melarat 
Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian 
bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Marhaen itu. 
5. Di dlam perjuangan Marhaen itu maka Partindo berkeyakinan, bahwa kaum 
Proletar mengambil bagian yang besar sekali 
6. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan 
negri yang didalam segala halnya menyelamatkan Marhaen. 
7. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai sususnan 
masyarakat dan susunan negri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus 
suatu cara perjuangan yang revolusioner. 
8. Jadi Marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang menghendaki 
hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme. 
9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan 
Marhaenisme. 
Sosio Nasionalisme adalah Nasionalisme kaum Marhaen, yang tujuannya 
tidak hannya mencapai Indonesia merdeka, tetapi juga agar di dalam Indonesia 
merdeka itu disusun masyarakat sosialis. Sosio Demokrasi  dibuat untuk 
mebedakan dengan demokrasi borjuis atau demokrasi liberal yang hanya berlaku 
didalam politik tetapi tidak berlaku didalam ekonomi, yakni saat kaum Marhaen 
berkuasa tidak hanya mengatur undang-undang pemerintahan melainkan juga 
harus berkuasa mengatur ekonomi, produksi dan distribusi. 
Sosio-demokrasi menginginkan menginginkan tiap-tiap pergaulan hidup 
itu harus tumbuh menurut keadaannya. Tiap-tiap orang menurut kaum sosial 
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demokrat yang hidup didalam suatu masyarakat itu adalah jadi anggota 
masyarakat itu dan olehkarena itu berhak mengeluarkan pikirannya, kemauannya 
dan cita-citanya tentang cara-cara masyarakat itu diatur.
39
 
Ide sentral dari Marhaenisme yang mencakup aspek demokrasi politik dan 
ekonomi, sama halnya dengan ide sentral yang terkandung dalam tema demokrasi, 
yaitu partisipasi rakyat. Dalam demokrasi politik dituntut tersediannya ruang bagi 
masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam sistem politik, sama halnya 
dengan demokrasi ekonomi, Soekarno mensyaratkan dilibatkannya partisipasi 
rakyat dalam sistem ekonomi. Partisipasi rakyat yan teragkan dalam demokrasi 
sendiri telah memberikan arti pada pemanfaatan optimal segenap potensi rakyat 
dalam segi politik maupun ekonomi. Pengolahan potensi ekonomi yang bertujuan 
untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dikelola 
dengan sistem padat karya.
40
 
C. Marhaenisme dan pancasila 
Formulasi selanjutanya tentang Marhaenisme selanjutnya mendapat 
penjelasan secara detail dan luas dalam konsep ideologi yang kemudian 
dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila. Dalam perumusan Pancasila, 
Soekarno dipengaruhi oleh banyak tokoh dan diantaranya adalah A. Baars, 
seorang sosialis yang ditemui Soekarno pada saat masih sekolah HBS di 
Surabaya. Baars menyarankan berpaham kebangsan, tetapi berfaham rasa 
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kemanusiaan sedunia. Pertemuan itu terjadi pada tahun 1917. Namun pada tahun 
1918, Soekarno terpengaruh diperingatkan  oleh Dr. Sun Yat Sen dalam 
tulisannya San Min Chu I atau The three People’s Principles, yang membongkar 
saran dari A. Baars mengenai untuk tidak berfaham kebangsaan.
41
 
Pada sila kebangsaan Indonesia berarti Suatu kebangsaan yang luas, bukan 
kebangsaan yang chauvinism, melainkan kebangsaan yang menuju persatuan 
dunia dan persaudaraan dunia. Peri kemanusiaan dalam sila kedua mengandung 
arti bahwa bangsa Indonesia hendak hidup berdampingan dengan seluruh bangsa 
di dunia atau internasionalisme. Internasionalisme ini akan hidup jika berdasarkan 
nasionalisme yang luas dan berdasarkan perikemanusiaan.
42
 
Pada sila ketiga yaitu demokrasi, yang berarti demokrasi dalam segala 
bidang kehidupan rakyat dan tidak berdasarkan keputusan mayoritas melainkan 
musyawarah untuk mufakat. Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. 
Bangsa Indonesia bukan Negara untuk satu golongan. Dengan cara mufakat, kita 
memperbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan 
atau permusyawaratan dalam badan perwakilan rakyat.
43
 Prinsip ketiga, 
permufakatan, perwakilan, di situlah kita mempropagandakan ide kita masing-
masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam yaitu cara yang berkebudayaan. 
Sila keempat merupakan tjuan dari sila ketiga yaitu untuk kesejahteraan 
sosial. Prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka, untuk menuju 
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kesejahteraan perlu adanya dewan perwakilan. Di Eropa ada demokrasi 
parlementer menurut Jean jeures di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap 
orang mempunyai hak-hak yang sama. Hak politik yang sama, tiap orang dapat 
memilih dan dapat masuk dalam parlemen. Tetapi tidak ada Sociale 
Rechtvaardigheid “kesejahteraan sosial”. Jika kita mencari demokrasi, jangan 
demokrasi Barat. Tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni Politik 
Ekonomische Democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.
44
 
Terakhir sila ketuhanan menghendaki tiap warga-warga dengan leluasa dan tidak 
ada paksaan. Hendak menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa. Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah 
Tuhannya dengan leluasa. Prinsip yang kelima ialah  Ketuhanan yang 
Berkebudayaan  ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang 
menghormati satu sama lain
45
 
Kelima prinsip diatas kemudian dinamakan dengan Pancasila, namun 
dalam kesempatan tersebut Soekarno tidak menawarkan permanen. Konsep ini 
masih terbuka untuk dirubah, dan untuk perubahan tersebut Soekarno menawan 
konsep trisila yang secara substansial merupakan kristalisasi dari konsep pancasila 
yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan.
46
 
Menurut Soekarno, prinsip kebangsaan Indonesia dan internasionalisme 
bisa disatukan menjadi konsep sosio-nasionalisme, prinsip mufakat dan 
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kesejahteraan bisa disatukan menjadi konsep sosio-demokrasi, sedangkan prinsip 
ketuhanan yang Maha Esa berdiri sendiri. Konsep trisila ini sama dengan konsep 
Marhaenisme sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang ditambah dengan 
Ketuhanan yang Maha Esa.
47
 
D. Kategori Kelas Marhaenisme 
Istilah kelas memiliki pengertian secara politis seperti saat ini, berawal 
dari pokok analisa Marx tentang struktur masyarakat, yang berhasil melakukan 
suatu analisis tentang hubungan kelas dan peranan kelas-kelas tertentu dalam 
periode sejarah yang silih berganti. 
Setiap periode menampilkan suatu kelas progresif dengan kepentingan dan 
tindakannya yang tersendiri, yang akan memajukan perkembangan sosial , 
sedangkan kelas yang lain akan reaksioner melancarkan perlawanan terhadap 
perkembangan tersebut.dalam kapitalisme yang menjadi kelas progresif adalah 
kaum proletar, sedangkan kelas reaksioner adalah kaum borjuis. Kelas progresif 
ini selalu melakukan perlawanan terhadap kelas reaksioneryang merupakan 
kelompok hasil gabungan dari kaum feudal, birokrat, militer, agama, dan 
pemodal.
48
 
Sama halnya yang terjadi di Indonesia pada masa imperialism Belanda. 
Pemerintah Belanda yang reaksioner tak henti-hentinya menahan dan melawan 
setiap langkah-langkah progresif yang dilakukan bangsa Indonesia. Namun kelas 
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progresif di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap imperialisme 
Belanda bukan hanya kelas proletar saja, tetapi juga termasuk kaum tani, kaum 
pelajar, dan tokoh-tokoh agama terutama Islam.melihat fenomena ini, Soekarno 
kemudian merumuskan istilah Marhaen yang merupakan kelas progresif 
Indonesia. 
Kelas progresif terjadi dalam marxismeterjadi karena kontradiksi pada 
proses produksi yang kapitalistik, sedangkan kelas progresif di Indonesia 
dikarenakan kekuatan produksi dan hubungan produksi. Kekuatan produksi rakyat 
Indonesia yang melimpah dijalin dalam suatu hubungan produksi yang eksploratif 
dan monopolistik yang mengakibatkan rakyat Indonesia semakindirugikan dan 
semakin melarat.
49
 Keberpihakan arhaenisme pada kaum melarat ini sama dengan 
keberpihakan Marxisme. 
Kaum marhaen ini terdiri dari tiga unsur, pertama kaum proletar (buruh) 
Indonesia, kedua kaum tani Indonesia, dan ketiga kaum melarat Indonesia. 
Sedangkan kaum Marhaenis adalah setiap perjuangan yang mengorganisir kaum  
Marhaen dengan masa aksi tersebut untuk menghancurkan sistem kapitalisme, 
imperialisme, dan kolonialisme, serta bersama-sama membangun negara 
masyarakat yang kuat, adil dan makmur.
50
 Istilah melarat menunjukan bahwa 
posisi kaum Marhaen berada di level bawah dalam stratifikasi masyarakat. 
Dalam wacana politik modern, kelas progresif merupakan sasaran bagi 
kelas reaksioner untuk memecah belah kelas progresif dan kemudian dihancurkan. 
Kemungkinan ini kemudian diantisipasi dengan istilah kelas menengah sebagai 
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identifikasi baru bagi kelas progresif. Kelas progresif ini merupakan kombinasi 
dari kelas bawah dan kelas menengah seperti kelompok intelektual progresif,  
kelompok agama progresif, dan lain sebagainya.
51
 Menurut penjelasan ini maka 
Marhaenisme secara substansial sebenarnya kelas menengah progresif Indonesia 
yang berjuang untuk menghapus segala kesengsaraan dan penderitaan yang 
diakibatkan oleh sistem kapitalisme. 
E. Ideologi Perjuangan Marhaenisme 
Secara epistemologis (sejarah kata), ideologi berasal dari kata idea yang 
berarti pikiran, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara tertulis ideologi berarti 
studi tentang gagaan, pengetahuan kolektif, pemahaman-pemahaman, pendapat-
pendapat, nilai-nilai, prakonsepsi-prakonsepsi, pengalaman-pengalaman, dan atau 
ingatan tentang infomasi sebuah kebudayaan dan juga rakyat individual.
52
 
Ideology-ideologi dipandang sebagai artikulasi konseptual sikap pro dan 
kontra terhadap perubahan dalam proses modernisasi tersebut. Istilah ideology 
pertama kali diperkenalkan oleh Destut de Tracy (1754-1836) yang 
mendefinisikan ideology sebagai ilmu tentang idea. Ilmu pengetahuan ini 
memiliki garapan pada upaya penetapan asal mulanya ide-ide, dalam hal ini ilmu 
pengetahuan tersebut harus mengesampingkan prasangka-prasangka metafisika 
dan agama. Kemajuan ilmiah hanya dapat dicapai jika ide-ide palsu dapat 
dihindarkan. Aliran ideologues dari de Tracy mengikuti tradisi pencerahan Prancis 
dalam kepercayaan bahwa akal adalah alat kebahagiaan yang utama. Disini 
asalmula ideologi mempunyai konotatif positif, yaitu ilmu pengetahuan yang tepat 
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mengenai, yang mengatasi prasangka-prasangka agama dan metafisika, yang 
dapat berguna sebagai basis baru pendidikan rakyat.
53
 
Marhaenisme digunakan sebagai azas atau ideologi perjuangan 
dipengaruhi oleh marxisme dengan tema perjuangan kelas sebagai aspeknya. 
Marxisme dalam perjuangan kelasnya hanya dalam ruang lingkup tertentu saja, 
yaitu perjuangan kelas antara kelas proletar dengan kelas kapitalis, sedangkan 
dalam Marhaenisme dalam lingkup yang luas yaitu perjuangan bangsa, 
perjuangan terjadi antara bangsa yang terjajah dan bangsa yang menjajah. 
Menurut Soekarno perjuangan kelas yang terjadi di negara yang terjajah tetap ada 
namun perjuangan kelas tersebut tertutup dengan perjuangan nasional yang lebih 
penting dan lebih besar.
54
 Dalam artikelnya “Kapitalis bangsa Sendiri” Soekarno 
menjelaskan bahwa perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan yang 
mengutamakan perjuangan nasional, perjuangan bangsa.
55
 
Marhaenisme sebagai sebuah dasar gerakan politik yang memuat konsep 
masyarakat telah memenuhi syarat untuk disamakan dengan sebuah ideologi. 
Sebagai sebuah ideology, baha suatu saat Marhaenisme akan menghasilkan suatu 
kesadaran palsu dan itu tidak dapat dihindari. Marhenisme sebagai sebuah 
ideology progresif merupakan sebuah ideology perlawanan terhadap ideologi 
reaksioner yang di presentasikan oleh imperialism Belanda di Indonesia. 
Marhaenisme sebagai sebuah ideology memuat semangat pembebasan 
segala proses dehumanisasi dalam sejarah kemanusiaan dan penindasan dalam 
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struktur sosial kemasyarakatan. Selain itu, Marhaenisme telah memiliki 
seperangkat tatanan lain yang disyaratkan bagi sebuah ideologi yaitu ajaran dan 
cara-cara pencapaian. 
Cita-cita Marhaenisme tidak hanya sekedar untuk mengusir penjajah 
Belanda, tetapi juga menghilangkan ideologi kapitalisme secara keseluruhan baik 
itu kapitalisme asing maupun kapitalisme bangsa sendiri. Dalam Marhaenisme, 
kapitlisme adalah penyebar kebangsaan, kemiskinan, peperangan, dan rusaknya 
susunan dunia.
56
  
Marhaenisme ebagai ideologi sosioalis diharapkan menjadi pembebas dari 
segala kesengsaraan rakyat Indonesiayang diakibatkan oleh imperialism belanda 
dan Marhaenisme harus mampu menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi 
serta menjelaskan kondisi sosial masyarakat agar tidak menjadi suatu kesadaran 
palsu
57
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BAB III 
HUMANISME 
A. Sejarah Humanisme 
Humanisme merupakan aliran dalam Filsafat yang memandang manusia 
itu bermartabat luhur, mampu menetukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan 
sendiri mampu mengembangkan diri. Pandangan ini adalah pandangan humanistis 
atau humanisme. Humanisme berasal dari kata humanus dan mempunyai akar 
kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti bersifat manusiawi sesuai 
dengan kodrat manusia.
58
 
Jargon Humanisme lazim digunakan dalam pengertian tatanan nilai yang 
mengaksentuasikan kopetensi kepribadian setiap individu manusia. Namun jargon 
ini tidak mengandung keimanan kepada Tuhan. Kendati dalam Humanisme 
terlihat bingkai transparan yang berlandaskan paham ateisme, namun para 
humanis juga menggunakan berbagai format religius untuk mempromosikan 
norma-norma kemanusiaan. Contohnya pada abad ke 19 Agus Comte, seorang 
positivis Prancis sengaja mendirikan Agama kemanusiaan yang berlandaskan 
ateisme hanya dengan tujuan membenahi situasi sosial. Kecuali itu, serangkaian 
doktrin humanistik yang berasaskan ateisme juga terlihat mendapat minat dari 
kalangan elit agama. Pada awalnya, humanisme merupakan sebuah konsep 
monumental yang menjadi aspek fundamental bagi Renaisans, yaitu aspek yang 
dijadikan para pemikir sebagai pegangan untuk mempelajari kesempurnaan 
manusia di alam natural dan di dalam sejarah sekaligus meriset intepretasi 
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manusia tentang ini. Istilah humanisme dalam pengertian ini adalah derivat dari 
kata-kata humanitas yang pada zaman Cicero dan Varro berarti pengajaran 
masalah-masalah yang oleh orang-orang yunani disebut paidea yang berarti 
kebudayaan. Pada zaman Yunani kuno pendidikan dilakukan sebagi seni-seni 
bebas, dan ketentuan ini dipandang layak hanya untuk manusia karena manusia 
berbeda dengan semua binatang. 
Kaum humanis bertekad untuk mengembalikan kepada manusia spirit 
yang pernah dimiliki manusia pada era klasik dan kemudian musnah pada zaman 
pertengahan. Spirit itu tak lain ialah spirit kebebaan yang telah menjustifikasi 
klaim-klaim mengenai otonomi manusia dan yang telah merestui manusia untuk 
mencari kemampuan membuat alam natural dan sejarah sebagai wilayah 
kekuasaan serta menguasainya tatkala manusia melihat dirinya dibuat tak berdaya 
oleh faktor alam dan sejarah. Humanisme yang kembali pada era klasik bukan 
berarti mereformasi era klasik, melaikan bertujuan menghidupkan dan 
mengembangkan potensi dan kemampuan yang pernah dimiliki dan dikerahkan 
oleh orang-orang terdahulu. Disaat yang sama kaum humanis kaum humanis telah 
melenyapkan sebagian kepercayaan dan keyakinan masyarakat abad 
pertengahan.faktor yang menstimulasi kaum humanis menaruh perhatian kepada 
kesusastraan klasik (syair, makna-makna ekspresif, moral dan politik) ialah 
keyakinan mereka bahwa kesusatraan ini sanggup mendidik manusia agar bisa 
memanfaatkan kebebasan dan ikhtiarnya secara efektif. 
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B. Teori Humanisme 
Istilah humanisme memiliki nada yang simpatik. Istilah ini menampilkan 
suatu dunia yang penuh dengan konsep-konsepdan nilai-nilai penting seperti: 
martabat manusia, nilai-nilai kemanusiaan, hak azazi manusia dan sebagainya. 
Pentingnya menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi 
segala aspek kehidupan merupakan prinsip seorang humanis. 
Dasar dari huamnisme adalah moral yang ada pada diri setiap manusia dan 
etika dalam setiap hubungan antar manusia. Moral dan etika memiliki kekuatan 
yang luar biasa untuk menentukan manusia dalam hidup kesehariaannya. Ia 
mengajarkan apa yang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan dan 
dihindarkan, ia juga mengajarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita.
59
 
Humanisme juga berasal dari studi humanitatis yang mengandung arti 
kesenian liberal atau studi kemanusiaan dari Cicero. Inti kesenian liberal adalah 
membebaskan peserta didik dari kebodohan dan kepicikan melalui pengembangan 
intelektual yang meliputi tata bahasa, retorika (berbicara), syair, sejarah, dan 
filsafat moral. Dalam studi humanitatis ilmu-ilmu ini dianggap paling mampu 
mengembangkan potensi manusia untuk berfikir dan bertidak secara bebas dan 
mandiri.
60
 Kesenian liberal bukan berarti kesenian yang tidak mengenal etika, 
pemberian nama liberal karena pembelajaran ini bebas untuk semua golongan, 
tidak mengenal kasta. 
Humanisme adalah istilah dalam sejarah intelektual yang acap kali 
digunakan dalam bidang Filsafat, pendidikan dan literatur. Kenyataan ini 
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menunjukan beragam makna yang terkandung begitu dalam yang diberikan 
kepada istilah ini. Meskipun demikian, secara umum kata humanisme ini 
berkenaan dengan pemahaman manusia terhadap eksitensi dirinya dalam 
hubungan kemanusiaan dengan orang lain dalam komunitas. Pada masa Yunani 
klasik, humanisme ini mewujudkan dalam paideia suatu sistem Yunani Klasik 
yang dimaksudkan untuk menerjemahkan visi tentang manusia ideal, hanya saja 
persepektif Yunani Klasik bertolak dari pandangan kodrati tentang manusia.
61
 
Pada abad pertengahan perspektif Yunani Klasik atas manusia ini 
mendapat pemberitahuan dari paham Kristiani, terutama sejak St. Agustinus, yang 
memandang manusia tidak sekedar makhluk kodrati, tetapi juga makhluk adi 
kodrati, imanen dan transenden.namun gerakan humanisme yang dipahami dan 
murni sebagai gerakan kemanusiaan baru berkembang pada zaman Rainasans, 
terutama berkaitan dengan bangkitnya minat kaum terpelajar (umanisti) untuk 
mempelajari tulisan-tulisan klasik (Yunani-Romawi) dan bahkan karya-karya 
klasik itu digunakan sebagai bahan studi dan kajian ilmiah.
62
 Munculnya 
humanisme Rainasans di Italia pada abad ke 14 sampai 16 lebih yang berpusat 
pada keyakinan akan martabat manusia, nilai hidup di dunia, dan kehendak bebas 
untuk bertindak. Manusia memiliki kapasitas untuk menentukan dan mengarahkan 
tujuan hidupnya sendiri.  
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C. Macam-Macam Humanisme 
Berangkat dari beberapa penjelasan di atas pengertian humanisme secara 
terminologi juga mengalami perluasan pemahaman, di antaranya: 
1. Humanisme Rainasans, sebagai semangat belajar yang mulai berkembang pada 
akhir abad pertengahan, yang ditandai dengan bangkitnya kembali karya-karya 
klasik dan keyakinan yang diperbarui atas kemampuan manusia untuk 
menentukan manusia untuk menentukan kebenaran dan kepalsuan bagi diri 
mereka sendiri
63
 
2. Humanisme Literer, yaitu penyerahan kepada budaya humanitas dan literer 
3. Humanisme Budaya, yaitu budaya rasional dan empiris, khusus yang berasal 
dari Romawi dan Yunani Kuno dan berevolusi sepanjang sejarah Eropa yang 
menjadi bagian mendasar dari pendekatan Barat, terhadap ilmu pengetahuan, 
ilmu politik, etika dan hukum.
64
 
4. Humanisme Filosofis, yakni pengekspresian cara hidup yang dipusatkan pada 
kebutuhan dan minat manusia. Humanisme Filosofis ini terbagi menjadi dua, 
yaitu humanisme kristiani dan humanisme modern. 
a. Humanisme Kristiani adalah Filsafat yang menekankan pemenuhan diri 
dalam rangka prinsip-prinsip Kristiani 
b. Humanisme modern adalah sebuah pemikiran Filsafat yang menolak hal-hal 
supranatural. Ia bersandar pada kemampuan akal dan ilmu pengetahuan, 
demokrasi dan kasih sayang manusia. Humanisme modern mempunyai sifat 
sekuler dan religius, humanisme modern disebut pula dengan humanisme 
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naturalistik atau alam, humanisme scientific atau ilmiah, humanisme etik, 
dan humanisme demokrasi.  
5. Humanisme Sekuler, Sekuler berasal dari bahasa latin saeculum yang 
mengandung makna ganda yaitu abad dan dunia. Dalam kenyataan sehari-hari 
kata sekuler diartikan sebagai jauh dari hidup keagamaan, bukan wilayah 
ruhani dan suci, melainkan urusan keduawian dan kebendaan.
65
 Tidak heran 
ketika muncul istilah  humanisme sekuler maka orang mengenalnya dengan 
humanisme atheis. Humanisme sekuler meyakini bahwa Tuhan tidak ikut 
campur dengan urusan manusia yang ada di dunia, keyakinan ini membuat 
mereka mengabaikan kehadiran Tuhan. Tuhan bagi mereka hanyalah 
imajinasi yang tak sampai oleh akal manusia. 
6. Humanis Religius, Humanisme religius adalah humanisme yang bercorak 
teosentris (Tuhan sebagi pusat segalanya). Humanisme religius bisa dari 
pihak Islam dan Kristen maupun dari agama lain. Humanisme ini 
berkembang untuk mengimbangi humanisme yang berkembang di dunia, 
karena apabila humanisme sekuler tidak diimbangi maka peran agama akan 
kehilangan secara perlahan 
D. Humanisme dan Agama 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, humanisme berasal dari 
Barat. Kebebasan merupakan tema pokok humanisme. Himanisme modern yang 
memiliki sifat kritis terhadap monopoli tafsir kebenaran yang dipegang oleh 
persekutuan ajaib agama dan negara itu mekar seiring dengan perkembangan 
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filsafat ilmu pengetahuan modern. Kaum humanis ditandai oleh pendekatam 
rasional mereka terhadap manusia yang tidak terburu-buru melakukan hub ungan 
singkat dengan otoritas wahyu ilahi, melainkan lebih dahulu melalui penelitian 
yang cermat atas ciri kedunawian yang atas ciri keduniawian dan alamiah 
manusia. Kebudayaan tampil kedepan menggeser agama. 
Manusia dimengerti dari kemampuan-kemampuam alamiahnya, seperti 
minat intelektual, pembentukan karakternya, vitalitas jiwa, keelokan raga dst. 
Semua itu dicakup dalam kata humanus. Upaya seperti itu dimulai dengan 
pendamaian antara filsafat.(khususnya Aristoteles dan Plato) dan kitab suci, 
kesusastraan Yunani kuno dan dan ajaran-ajaran wahyu 
Kendati dalam humanisme terdapat bingkai transparan yang berlandaskan 
paham ateisme, namun para humanis juga menggunakan berbagai format religius 
untuk mempromosikan norma-norma kemanusiaan. Serangkaian doktrin 
Humanistik yang berasaskan ateisme juga terlihat mendapat minat dari kalangan 
elit agama kristen sehingga mereka menganggap kekristenan sebagai agama 
humanistik.
66
 
Walaupun tidak memberikan penekanan terhadap keimanan kepada 
Tuhan, kaum humanis tetap memandang harus konsisten kepada doktrin-doktrin 
keagamaan, kendati agama itu berlandaskan ateisme dan dicetuskan oleh seorang 
manusia semisal Aguste Comte. Sebab mereka meyakini tatanan sosial akan porak 
poranda tanpa adanya komitmen kepada serangkaian hidup prinsip agama, baik 
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yang berdasarkan monoteisme dan ateisme. Karena itu, kaum humanis 
diklarifikasikan menjadi dua kelompok yaitu penyembah Tuhan dan ateis, 
Namun, perlu disebutkan bahwa dalam pandang kaum humanis penyembah 
Tuhanpun, yang menjadi orientasi ialah nilai dan kebebasan manusia, sedangkan 
pengenalan Tuhan beserta kekuatanNya hannya dipandang sebagai instrumen, dan 
komitmen terhadap ajaran dan intruksi-intruksi agama hanya merupakan 
instrumen dengan perannya yang superfisual. 
Humanisme pada awalnya tidak anti agama.humanisme ingin mengurangi 
peranan institusi gereja dan kerajaan yang begitu besar, sehingga manusia sebagai 
makhluk Tuhan kehilangan kebebasannya. Humanisme pada masa awal Renaisans 
berbeda dengan humanisme abad ke-19 dan 20, kendati dalam beberapa hal ada 
kesamaannya. Humanisme saat itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 
yang harmonis dari sifat-sifat dan kecakapan alamiah manusia. Pada saat itu 
humanis tidak menyangkal adanya zat yang maha tinggi. Hanya saja mereka 
berargumen bahwa hal-hal yang alamiah pada diri manusia telah memiliki nilai 
cukup untuk dijadikan sasaran sasaran pengenalan manusia. 
E. Humanisme Filosofis dalam Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi 
Marhaenisme 
Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, 
nasionalisme yang lapang dada, nasionalisme yang internasionalisme, 
nasionalisme yang bergetar hatinya untuk membela apabila melihat masih ada 
bangsa yang terjajah. Sosio-nasionalisme bukanlah nasionalisme yang 
lv 
 
berpandangan sempit dan menumbuhkan chauvinisme, intoleran atau disebut xeno 
phobia. Sosio-nasionalisme juga bukan nasionalisme yang hanya berorientasi 
pada internasionalisme minded saja, tanpa memperhatikan harga diri atau identitas 
nasional atau disebut xeno mania. Bagi Marhaenisme, internasionalisme harus 
dibarengi oleh nasionalisme atau patriotisme dan disebut sosio-nasionalisme.
67
 
Sosio-Demokrasi yang merupakan asas bagaimana kelak susunan peri 
kehidupan kebangsaan di alam kemerdekaan dijalankan, dan dalam bidang 
ekonomi bagaimana susunan perekonomian harus dibangun agar dapat 
mengangkat martabat kaum Marhaen menuju kemakmuran, memerlukan cara-cara 
perjuangan. Cara perjuangan itu, tetap bertumpu bagaimana penguasaan alat-alat 
produksi dapat dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu upaya setelah 
kemerdekaan adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 
Belanda/Asing yang masih beroperasi di Indonesia. Upaya ini dapat dipandang 
dalam rangka merebut alat-alat produksi, walaupun dalam pelaksanaanya ternyata 
alat-alat produksi itu tidak dikuasai oleh rakyat sebagaimana disyaratkan dalam 
sosio-demokrasi, tetapi dikuasai oleh aparat negara yang baru terbentuk, dengan 
mengatas namakan negara, untuk memperkaya diri. Kondisi kaum Marhaen 
dengan alat produksi yang dikuasai oleh asing maupun oleh bangsa sendiri tidak 
jauh berbeda. Kaum Marhaen tetap dijauhkan dari penguasaan alat-alat produksi 
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di alam kemerdekaan, dan mereka tatap kaum kecil miskin dan melarat secara 
ekonomi, sehingga Marhaenisme tetap perlu diperjuangkan.
68
 
Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi masuk dalam kategori 
humanisme religius yang pada inti pemikiran Soekarno mengenai Marhaenisme 
memperoleh kematangan dalam dimensi berfikirnya ketika Soerkarno mulai 
berfikir tentang dimensi ketuhanan. Keprihatinan Soekarno terhadap penderitaan 
rakyat tidak tumbuh dengan begitu saja, akan tetapi sebagai sesama manusia yang 
bertuhan tumbuhlah cita-cita besar pada diri Soekarno untuk membebaskan 
manusia dari segala bentuk ketertindasan dan kemiskinan. Soekarno banyak 
berbicara dan berfikir tentang Tuhan, sekalipun di negeri ini sebagian besar 
rakyatnya beragama Islam, namun konsep Soekarno tidak didasarkan semata-mata 
pada Tuhan orang Islam. 
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BAB IV 
DIMENSI HUMANISME DALAM KONSEP SOSIO-NASIONALISME 
DAN SOSIO-DEMOKRASI MARHAENISME SOEKARNO 
A. Pandangan Humanisme Terhadap Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi 
Marhaenisme Soekarno 
Sosio-nasionalisme diartikan sebagai nasionalisme masyarakat yang 
mencari keselamatan bagi seluruh masyarakat. Jelas nasionalisme Marhaen sangat 
anti terhadap sistem borjuisme yang menjadi penyebab kepincangan sistem dalam 
masyarakat. Sosio-nasionalisme juga merupakan nasionalisme politik dan 
ekonomi yang berusaha untuk mencari kemapanan politik dan kemapanan 
ekonomi. Kaum Marhaen harus terlepas dari gencatan kapitalisme dan 
mengobarkan semangat perlawanan kaum buruh dan mengorganisasikannya 
kedalam badan-badan serikat sekerja yang kuat.
69
Sukarno menegaskan bahwa 
nasionalisme di dunia Timur itu lantas terpadu dengan Maxisme menjadi satu 
nasionalisme Baru. Nasionalisme Baru inilah yang kini hidup di kalangan rakyat 
Marhaen Indonesia yang harus tumbuh berkembang untuk mewujudkan 
kedaulatan yang sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan 
yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah kunjung usai seperti kemiskinan, 
penganguran, kebodohan, ketidak adilan, ketergantungan kepada asing, korupsi 
dan masalah-masalah kebangsan lainnya yang itu mutlak harus diperangi.
70
 
                                                          
 
69
Ign. Gatut Saksono, Marhaenisme Bung Karno:Marxisme Ala Indonesia (Rumah 
Belajar Yabinkas:Yogyakarta, 2008), h. 51 
 
70
Yuddy Chrisnandi, www. marhaenisme.com, diakses pada 24 Oktober 2019 
lviii 
 
Nasionalisme sebagai proyek untuk menyatukan semua komponen bangsa, 
baik kelas penindas maupun kelas tertindas, ke dalam proyek bersama yang 
abstrak , kejayaan nasional. Tetapi yang di untungkan dari proyek ini adalah kaum 
borjuis nasional. Maka sosio nasionalisme adalah sebaliknya. Sosio nasionalisme 
adalah nasionalisme yang berpihak kepada masyarakat. Sosio nasionalisme 
menolak borjuisme (kapitalisme) dan keningratan (feodalisme). Sosio 
nasionalisme mencita citakan sebuah masyarakat yang didalamnya tidak ada lagi 
penindasan dan eksploitasi oleh suatu kelas terhadap kelas tertentu. 
 Pendek kata sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang menghendaki 
masyarakat tanpa kelas alias masyarakat adil dan makmur. Untuk hal itu sosio 
nasionalisme menawaarkan beberapa hal. Pertama sosio nasionalisme 
mempromosikan nasionalisme politik (politik nasional yang berdauat) dan 
nasionalisme ekonomi (ekonomi nasional yang berdikari). Nasionalisme politik 
menjamin penyelenggaraan kekuasaan politik Indonesia tidak direcoki, apalagi di 
dikte, oleh bangsa atau kekuatan asing. Sementara nasionalisme memastikan 
kedaulatan negara terhadap seluruh kekayaan ekonomi nasional. 
 Sosio-nasionalisme menempatkan kemerdekaan nasional hanya sebagai 
jembatan emas untuk mencapai cita cita perjuangan yang lebih tinggi, yaitu 
masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, tujuan akhir perjuangan nasional 
bangsa Indonesia bukan pada terbentuknya negara merdeka saja, melaikan 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 
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 Sosio-nasionalisme mengawinkan antara semangat kebangsaan dan 
kemanusiaan. Sisio-nasionalisme sejiwa dengan social consience of man (budi 
nurani sosial manusia). Dengan begitu, sosio-nasionalisme mencegah 
nasionalisme Indonesia terjebak dalam nasionalisme sempit atau chauvinis. Selain 
itu, sosio-nasionalisme menganggap perjuangan untuk emansipasi nasional tidak 
terpishkan dengan perjuangan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mewujud 
dunia yang adil dan beradap.
71
 
 Secara fundamental munculnya Nasionalisme Soekarno adalah 
berdasarkan konsep keinginan untuk bebas dari keterbelengguan ideologi 
kolonialisme yang berkembang di negara-negara Asia, terutama Indonesia. Dalam 
menerapkan konsep tersebut Soekarno relatif mengembangkan suatu sistem 
ideologi nasionalisme yang jauh berbeda dengan ideologi Nasionalisme yang 
sudah berkembang sebelumnya di Barat. Soekarno mempunyai komitmen yang 
konseptual yang tertuju pada terbentuknya doktrin kebebasan. Nasionalisme 
dalam konteks ini adalah membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas. 
Baik tertindas akal, fikiran, haknya, maupun jiwa dan raganya. Dalam pidatonya 
Soekarno selalu mengingatkan akan arti pentingnya kemerdekaan. Karena hanya 
dengan kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai kebebasan dan berhak untuk 
mengatur perjalanan negaranya sendiri.  
 Negara yang merdeka senantiasa mengakui setiap kebebasan individu 
maupun kelompok dalam mewujudkan cita-cita bersama demi kehidupan 
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negaranya. Kebebasan tersebut haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri 
manusia dan dirinya sendiri (yang tidak menyukai unsur penindasan apapun) serta 
pengenalan realitas bangsa dimana ia berada. Sehingga nasionalisme dalam 
konteks inilah yang akan membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas 
menuju yang utuh. Manusia yang u tuh adalah manusia sebagai subyek, dimana 
dirinya mampu berperan aktif dalam setiap kesempatan.
72
 
 Oleh karenanya pendidikan yang sesuai dengan konsep nasionalisme ini 
adalah pendidikan yang bebas dimana peserta didik bukan milik pengajar dan para 
planner dalam proses sosial pendidikan, akan tetapi sebagai prestise mereka 
menjadi pasangan pemain atau kopartner. Dalam hal ini pelaku pendidikan tadi 
adalah sebagai subyek-subyek bukan subyek-obyek. Sehingga proses ditempatkan 
sebagai sebuah harmoni yang keduanya sama-sama mengamati realitas. 
 Sosio-demokrasi meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 
Demokrasi politik hanya akan melahirkan political power centris yang 
menyuburkan aliran yang berpedoman pada adagium ”The survival of the fittest,” 
dalil sosial Darwinisme. Menurut Sukarno, demokrasi politik yang seperti ini 
berwatak liberalisme dan menjurus kepada free fight competition dan 
bertentangan dengan Marhaenisme yang sosialistis. Dengan demikian, demokrasi 
politik dan demokrasi ekonomi sejajar dengan Marhaenisme. Apabila 
Marhaenisme dikembangkan maka akan melahirkan Sosionasionalisme menjadi 
nasionalisme, perikemanusiaan dan Sosio-demokrasi menjadi demokrasi, 
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kedaulatan politik dan keadilan sosial. Demokrasi masyarakat tumbuh karena 
sosio-nasionalisme yang merangkul semua seluruh kepentingan masyarakat 
Indonesia. Sosio-demokrasi sebagai reaksi dari demokrasi Barat. 
 Menurut Sukarno demokrasi Barat dianggap lebih bersifat liberalis. 
Sementara pergerakan rakyat Marhaen lebih disebabkan karena kemerlaratan yang 
menginginkan kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Perbaikan dalam sendi-
sendi kehidupan bisa tercapai jika imperialisme dan kapitalisme telah hilang di 
negeri ini dengan syarat kemerdekaan dan kekuasaan di tangan Marhaen. 
Tantangan yang begitu besar bagi kaum Marhaen untuk melakukan sebuah 
pergerakan massa yang ingin mengubah sifat masyarakat sampai kepada akar-
akarnya. Perubahan itu harus didukung oleh kemauan yang besar dari masyarakat 
sendiri dengan melakukan massa aksi.
73
 
Sukarno selalu memperingatkan kepada massa Marhaen untuk tidak 
meniru demokrasi yang dipraktekan di luar negeri. Dia yakin demokrasi seperti itu 
(parlementer) tidak akan menjamin hak-hak politik, tidak menjamin 
kesejarhteraan rakyat, dan menambah keterpurukan dalam bidang ekonomi. 
Mengenai bahaya Demokrasi Barat (parlementer) Sukarno justru mengkritisi 
perjuangan kaum proletar yang tidak mendapatkan haknya setelah kemerdekaan 
karena demokrasi parlemen itu. Liberte, fransternite, egalite, hanya 
semboyanuntuk membakar semangat massa namun setelah tujuan tercapai massa 
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tidak mendapatkan haknya karena kapitalisme tetap subur dan memihak 
golongan.
74
 
 Sosio-demokasi juga merupakan antitesa dari demokrasi parlementer yang 
dihasilkan oleh revolusi perancis. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer 
hanya menjamin kebebasan politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. 
Tetapi kebangsaan ekonomi yang menyangkut akses terhadap sumber-sumber 
penghidupan tetap berada ditangan kaum borjuis. Akibatnya, ketika ruang politik 
bisa ikut memerintah, bahkan bisa menjatuhkan menteri dari jabatannya, tetapi 
diruang produksi ekonom mereka tetap saja tertindas dan terhisap. Di dalam 
prlemen, dilapangan politik rakyat adalah raja, tetapi di lapangan ekonomi 
tetaplah budak. 
 Selain itu, kendati dikatakan semua orang setara secara politik, tetapi 
kenyataannya kaum borjuislah yang menguasai banyak kursi di parlemen. 
Pasalnya, untuk bertarung di pemilu orang butuh logistik dan propaganda. Dan 
kaum borjuis menguasai segala galannya: uang dan propaganda. Dengan uangnya 
kaum borjuis bisa membeli suara rakyat jelata yang terjepit kemiskinan. Di 
samping itu, di bawah masyarakat kapitalis, kaum borjuislah yang menguasai 
seluruh sarana propaganda dan produksi mental.Sebagai antitesa dari demokrasi 
parlementer, sosio demokrasi mengawinkan antara demokrasi politik daan 
demokrasi ekonomi. Sosio demokrasi tidak hanya menjadikan kaum marhaen 
sebagai pemegang kekuasaan politik, tetapi jugamenjamin hak seluruh rakyat 
                                                          
 
74
 Bernhard Dahm a.b, Hasan Basri, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan(LP3ES: 
Jakarta, 1987), h. 178-179 
lxiii 
 
dalam mengakses alat-alat produksi melalui mekanisme kepemilikan sosial atau 
publik. Sejiwa dengan nasionalisme, sosio-demokrasi juga menegaskan 
keberpihkan, yakni kepada rakyat marhaen. Secara harfiah sosio-demokrasi 
berarti demokrasi masyarakat atau demokrasi massa-rakyat. Karena keberpihakan 
itu, sosio-demokrasi juga menolak borjuisme (kapitalisme) daan keningratan 
(feodalisme). 
 Sosio-demokrasi mengidam sebuah kekuasaan politik di tangan rakyat 
marhaen. Bentuk konkretnya adalah saat (negara) Rakyat. Dimana seluruh urusan 
ekonomi dan politik dikerjakan oleh rakyat, dengan rakyat, dan untuk 
rakyat.Seperti ditegaskan oleh Soekarno dalam risalah yang terkenal, Mencapai 
Indonesia Merdeka, tahun 1933. Sosio-demokrasi juga mendorong kepemilikan 
sosial terhadap alat-alat produksi dan sumber daya ekonomi. Inilah pijakan bagi 
penerapan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi di lapangan ejkonomi, maka 
demokrasi di lapangan politik dan budaya menjadi sangat mungkin, sebab 
ekonomi menjadi pangkal kehidupan politik dan sosial budaya. Siapa yang 
menguasai sumber-sumber ekonomi, maka dia pula yang berjaya di lapangan 
politik dan sosial budaya.  
 Dengan menyerahkan urusan ekonomi dan politik di tangan rakyat, sosio-
demokrasi menghilangkan pemisah antara ekonomi dan politik sebagaimana lazim 
lxiv 
 
terjadi di bawah kapitalisme. Urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak lagi 
dianggap urusan individu semata, tetapi menjadi urusan kolektif atau publik.
75
 
 Soekarno menganut dua faham negara hukum sekaligus (faham negara 
hukum formal/negara penjaga malam/nachtwachtersstaat/ dan faham ngara 
hukum material/negara kesejahteraan/welfare state).
76
 Atau negara berperan aktif 
untuk membangun kesejhteraan sosil yang lebih bersifat organistik sama-sama 
terdapat di dalam pandangan dan sikapnya. Lebih jauh, pemikiran Soekarno untuk 
memenuhi kesejahteraan warga negara Indonesia nantiinya (setelah merdeka) 
khususnya di bidang ekonomi dengan menyatakan: banyak d iantara kaum 
nasionalis banyak sekali yang ber angan angan jempol sekali jikalau negri kita 
bisa seperti negara Jepang, Amerika atau inggris. Nasionalisme kita tidak boleh 
nasionalisme yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang 
mencari selamatnya perikemanusiaan. Nasionalisme kita haruslah lahir dari pada 
men-seklijkeid.
77
 
 Pemikiran Soekarno terkait dengan nasionalisme adalah, bahwa revolusi 
kebangkitan bangsa Indonesia sebagai bekas bangsa dan sebagai bangsa yang 
telah hidup dalam alam feodalisme ratusan tahun lamanya, mengadung dua sisi. 
Petama, revolusi nasional untuk mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme 
asing. Kedua, revolusi sosial untuk mengoreksi struktur sosial ekonomi yang ada 
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di dalam msyarakat, dimana terjadi kepincangan yang mencolok dalam struktur 
sosial bahwa rakyat hidup dalam suatu stetsel yang eksploitatif. Kemerdekaan 
bukan untuk kepentingan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah syarat untuk 
melakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan 
ekonomi di dalam masyarakat yang terbebas dari penjajahan. 
 Pemikiran Soekarno memperlihatkan bahwa demokrasi yang 
dikembangkan di Indonesia nantinya dengan sebutan sosio-demokrasi yang 
berintikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, dengan bertitik tolak dari 
sosio nasionalisme dan sosio demokrasi, dimana sosio nasionalisme adalah 
nasionalisme masyarakat dan sosio demokrasi adalah demokrasi masyarakat.
78
 
Bukan sekarang saja kita memegang kepada sosio nasionalisme dan sosio 
demokrasi itu, tetapi sampai seduah merdeka, sampai sesudah imperialisme dan 
kapitallisme hilang, bahkan sampai lebur kiamat kita tetap berasas sosio 
nasionalisme dan sosio demokrasi.
79
 
 Di sini nampak jelas bahwa demokrasi yang akan dibangun berintikan 
prinsip-prinsip politik ekonomi dan politik sosial. Soekarno sendiri menggunakan 
istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk menyebut gagasan 
kedaulatan rakyat yang ingin dikembangkan dalam rangka Indonesia merdeka. 
Sedangkan demokrasi politik dan ekonomi yang terdapat dalam pemikiran Hatta, 
berkenaan dengan susunan perekonomian Indonesia merdeka: jadinya demokrasi 
Barat dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang 
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sebenarnya, melaikan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi 
politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu 
kedaulatan rakyat. Haruslah ada demokrasi ekonomi, yang memakai dasar, bahwa 
segala penghasilan yang mengenai penghidupan harus berlaku di bawah 
tanggungan orang banyak juga. Sebab kedaulatan rakyat yang kita kemukakan 
harus berlainan dari pada keadaannya di Barat, harus bersendi pada sifat 
kemasyarakatan, yang menjadi tiang persekutuan kita semenjak zaman 
purbakala.
80
  
 Sosio-demokrasi yang isinya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi 
bukanlah demokrasi liberal yang memberi kebebasan warga untuk menuntut ini 
itu, melainkan demokrasi yang diarahkan untuk mewujudkan sosialisme 
Indonesia, demokrasi khas dibawah satu komando kepemimpinan nasional yang 
harus ditaati seluruh bangsa agar cita-cita revolusi yang belum selesai itu tercapai. 
Soekarno menyebut demokrasinya itu demokrasi terpimpin. Itulah penjabaran 
sosio-demokrasi dari Soekarno muda. 
 Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi tidak bisa dipisahkan, karena 
sosio-demokrasi justru diturunkan dari sosio-nasionalisme. Hanya sosio-
nasionalisme yang dapat melahirkan sosio-demokrasi, nasionalisme lain tidak 
bisa.
81
 Menurut Soekarno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme dalam politik 
dan ekonomi, nasionalisme yang kedua kakinya berdiri dalam masyarakat. Sosio 
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nasionalisme adalah nasionalisme kerakyatan apabila dilawankan dengan 
nasionalisme, keningratan atau feodalisme, dan berarti nasionalisme kemanusiaan 
terarah ke dalam apabila dilawan dengan nasionalisme sempit agresif terarah 
keluar. 
 Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang 
juga kedua kakinya berdiri dalam masyarakat.
82
 Sosialisme yang di dalamnya 
tiada eksploitasi manusia oleh manusia, tiada pula eksploitasi manusia oleh 
negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada perbudakan, tiada wanita yang 
sengsara setengah mati memikul beban yang dobel.
83
 
Di Indonesia sendiri juga tidak lepas dari persoalan penindasan. 
Penjajahan yang pernah dialami bangsa Indonesia daribangsa Belanda dan Jepang 
yang nyatanya berdampak secara sistemik mempengaruhi norma-norma sosial, 
politik, ekonomi dan pemerintahannya. Meskipun secara de facto bangsa 
Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya, akan tetapi setiap kebijakan 
pemerintah yang diambil belumlah sepenuhnya merdeka hingga saat ini. Alih-alih 
legalisasi undang-undang dan produk kebijakan lainnya demi kemakmuran rakyat, 
penguasa justru mendikotomi masyarakat kedalam kelas dan sekat-sekat sosial 
tertentu. Muncul kasta penguasa dengan rakyat si kaya dan si miskin dan sekat-
sekat lainnya yang mencerminkan harmoni antara kesetaraan (fairness) dan 
keadilan (justice) sebagaimana tuntutan humanisme. Hal tersebut merupakan 
problem yang cukup pelik yang harus diselesaikan bangsa Indonesia saat ini. 
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Pada tahun 1923, kalangan organisasi pemuda melakukan studi yang 
mendalam tentang kolonialisme serta dampaknya bagi Hindia Belanda. Hal itu 
dilakukan karena terpicu oleh gerakan anti imperialisme komunisme 
internasional. Situasi tersebut memberi pengaruh yang signifikan  terhadap 
kematangan pemikiran Soekarno tentang politik dan perjuangan nasional. Selain 
itu, pemikiran politik Soekarno juga diilhami oleh seorang petani miskin yang di 
temuinya di areal pertanian di bagian selatan kota Bandung. 
Soekarno adalah seseorang yang Nasionalis dalam bidan politik. Dalam 
bidang keagamaan Soekarno seseorang yang percaya pada Tuhan, tetapi Soekarno 
menjadi pengikut dari tiga pemikiran. Di bidang Ideologi Soekarno merupakan 
seorang Sosialis, bukan Komunis. Hingga pada tanggal 4 juli 1927, Soekarno 
bersama keenam temannya mendirikan sebuah partai beraliran Nasionalis yang 
merupakan cikal bakal dari Algemeene Studieclub. 
Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi merupakan konsep penting 
dalam pemikiran Soekarno. Mulai dari Marhaenisme memaktubkan  istilah Sosio-
nasionalisme dan Sosio-demokrasi hingga Pancasila yang menjadi dasar Negara 
Republik Indonesia pun memiliki kaitan erat dengan Sosio-nasionalisme dan 
Sosio-demokrasi. Sebelum menjadi istilah tersebut, perlu dikaji konteks historis 
Soekarno melahirkan Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi. 
a. Sosio-nasionalisme 
Rasa kebangsaan yang terbentuk karena persamaan nasib dan kepentingan, 
mengakui perbedaan antar umat manusia, namun menentang akan kolonialisme 
dan kapitalisme. Sosio-nasionalisme lahir untuk mempertegas sifat 
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nasionalisme yang harus dibentuk di Indonesia dengan tidak meniru cara 
pemerintahan Demokrasi dari luar terutama dari Barat yang memiliki 
kepincangan dalam struktur masyarakat yakni persamaan di bidang politik  
namun diskriminasi di bidang ekonomi. Sosio-nasionalisme harus terdapat 
semangat bekerjasama dan gotong royong antar bangsa Indonesia dan dengan 
bangsa-bangsa lainnya. 
b. Sosio-demokrasi 
Merupakan pengakuan hak setiap individu untuk hidup sejahtera bersama yang 
lain, dengan kata lain merupakan kedaulatan rakyat. Negara yang berlatar 
belakang masyarakat yang multikultural, masyarakat dapat menghargai 
pendapat pihak-pihak yang berbeda agama, suku, ras, golongan dan lain 
sebagainya. Kata Soekarno, Demokarsi adalah cara pemerintahan rakyat 
dimana cara pemerintahan tersebut memberikan hak kepada rakyat untuk ikut 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan cara pemerintahan tersebut 
dikatakan Soekarno menjadi cita-cita semua partai nasionalis  di Indonesia saat 
itu.
84
 
 Nasionalisme dan Demokrasi merupakan kerangka penting dalam 
Marhaenismedan begitu juga terhadap kehidupan bermasyarakat bangsa 
Indonesia. Hal ini dikarenakan Nasionalis dan Demokratis mampu memberikan 
pedoman dimana tergambar dalam pancasila yang mencakup berbagai pokok 
sosial seperti suku, agama, ras, dsb. Kedua hal tersebut memberikan pengertian 
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bahwa masyarakat mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan 
menggunakan rasa Demokratis dan Nasionalis. 
 Dalam hal ini Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi menjadi 
pengejawantahan dari pemikiran Marhaenisme Soekarno terhadap keresahan-
keresahan akan rakyat kecil yang tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. 
Soekarno memenuhi aspek-aspek humanisme dalam poin-poin pemikiran 
Marhaenismenya sebagai prodak baru yang kemudian diwujudkan dalam cita-cita 
luhur Soekarno untuk mengangkat derajat rakyat kecil dari kemiskinan dan 
ketertindasan, serta menjamin setiap kebebasan rakyat tantap adanya suatu ras, 
etnis atau golongan yang dapat membedakan satu sama lain. 
 Problem lain dari masyarakat Indonesia kontemporer adalah mulai 
hilangnya jatidiri sebagai manusia berbudaya indonesia dan lebih memilih 
berkiblat pada budaya asing karena dianggap lebih menawarkan kebahagiaan dan 
kesenangan pribadi. Akibat tidak jelasnya konsep yang diacu dalam 
menyelenggarakan pemeritahan baik di bidang sosial, ekonomi, politik hingga 
budaya karena belum mencerminkan kesetaraan dan keadilan di dalam 
masyarakat, maka dirasa perlu menggali konsep humanisme yang sesuai dengan 
strukture sosial, politik dan ekonomi serta mencerminkan kepribadian bangsa 
Indonesia. 
Persoalan-persoalan terkait dengan kelas-kelas sosial, perbedaan seks atau 
gender, dan perbedaan warna kulit  atau ras hingga saat ini tetap menjadi sebab 
munculnya problematika yang harus diselesaikan oleh humanisme. Terlebih 
sistem politik kapitalis yang hanya mengedepankan perhitungan untung rugi juga 
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ikut andildalam menciptakan sistem baru penindasan manusia terhadap manusia 
saat ini. 
Abad konteporer saat ini menjadi titik balik dalam merumuskan kembali 
konsep-konsep humanisme. Kebebasan manusia yang pada mulanya diagung-
agungkan justru menjadi bomerang dengan penindasan manusia terhadap manusia 
lainnya. Modernisme lahir sebagai sebuah ideologi kebebasan yang 
mengedepankan cara berfikir rasional, ternyata tidak cukup untuk menghilangkan 
atau bahkan mengurangi penindasan yang terjadi di banyak belahan dunia melalui 
penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Ekspansi dan kapitalisasi bangsa 
barat ke seluruh dunia telah melahirkan sebuah tirani penjajahan yang menindas 
bangsa-bangsa tradisional di benua Asia, Afrika bahkan di benua Amerika secara 
sistemik dan melahirkan problem kemanusiaan, sosial, ekonomi serta politik di 
masing-masing negara terjajah tersebut. 
Melalui caranya sendiri Soekarno merumuskan dan mengumpulkan ide-
ide atau aliran-aliran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kemudian 
diolah sendiri menjadi ide baru yang dianggapnya bisa diterima oleh semua pihak. 
Begitu pula saat Soekarno merumuskan konsep Marhaenisme. Marhaen 
dicetuskan Soekarno dalam rangka mempersatukan seluruh kalangan masyarakat 
Indonesia yang pada saat itu terkotak-kotak pada berbagai jenis Identitas, baik 
dari segi pekerjaan, ras, agama, suku, golongan. Asalkan mereka tersebut miskin 
dan sengsaramaka mereka adalah kaum Marhaen yang ditindas oleh sistem 
Kapitalisme dan Imperialisme. 
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Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat-alat yang sedikit, orang 
kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya 
sendiri. Seiring berjalannya waktu, kata Marhaen yang sering disebut oleh 
Soekarno mengalami perluasan kata dan menjadi paham Marhaenisme yang 
mengandung arti sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik. Marhaenisme bagi 
Soekarno merupakan lambang penemuan kembali kepribadian nasional rakyat 
Indonesia. Dengan Marhaenisme, Soekarno menyusun agenda besar perjuangan 
nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Konsep Marhaenisme tidak 
hanya berlaku diatas kepentingan salah satu kelompok saja, tetapi juga 
kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Soekarno memasukan sebanyak-banyaknya 
kepentingan rakyat guna disatukan di bawah pengertian Marhaenisme.
85
 
Masyarakat humanis menurut Soekarno dapat dicapai jika manusia itu 
bebas dari segala belenggu penjajahan, terutama imperialisme dan kapitalisme 
menindas. Oleh sebab itu kemerdekaan menurut Soekarno merupakan awal suatu 
bangsa untuk mengembangkan diri. Soekarno juga ingin segenap rakyat Indonesia 
berjuang demi mencapai masyarakat yang adil di masa depan. Kemudian semua 
itu diwujudkan dalam pemikiran yang humanis dengan wujud faham Sosio-
nasionalisme dan Sosio-demokrasi Marhaenisme.  
B. Implementasi Marhaenisme sebagai Upaya Soekarno untuk Mengangkat 
Martabat RakyatIndonesia dari Ketertindasan 
  Tema sentral dalam kajian mengenai Marhaenisme adalah tentang kelas 
dan pemberdayaan masyarakat sipil (civil society), dalam rangka pemberdayaan 
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masyarakat sipil inilah Soekarno berpendapat bahwa semua teori hanya akan 
berkembang dalam sebuah sistem masyarakat sipil yang maju. Sistem masyarakat 
sipil yang kuat selalu mengandaikan peranan negara lemah. 
  Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) diartikan sebagai 
suatu upaya untuk memperkuat posisi dan kapasitas diri serta komunitas orang-
orang terpinggirkan dalam berbagai bidang. Seperti politik, ekonomi, sosial 
budaya oleh adanya struktur sosial yang menindas.
86
 
  Dalam konsep community development, pemberdayaan masyarakat dikenal 
dengan empowerment yang bermakna sebagai suatu kekuatan dalam diri manusia, 
suatu kreatifitas yang ada dalam diri setiap orang, secara luas tidak ditentukan 
orang lain.
87
 
  Dalam pengertian yang bersifat aktif, pemberdayaan berarti menciptakan 
kondisi yang ideal, sehingga semua orang yang memiliki kreatifitas 
menyumbangkan kemampuan secara optimal untuk perubahan. Pendek kata 
pemberdayaan masyarakat berarti memandirikan masyarakat atau 
mengoptimalkan kemampuan masyarakat untuk berkarya. 
  Dalam konteks perjuangan nasional menuntut kemerdekaan dan perbaikan 
nasib. Usaha-usaha kearah itu tidak akan sempurna tanpa bantuan ekonomi 
rakyat,
88
 “Marhaen.” Ekonomi berbasis kerakyatan inilah yang sebenarnya 
menjadi taget utama Marhaenisme dalam pemikiran Soekarno. Sejarah 
masyarakat sepanjang abad telah membuktikan bahwa kedua soal tersebut 
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(Ekonomi dan Politik) tidak dapat dipisahkan, baik ketika perubahan masyarakat 
berlangsung dengan cepat (revolusi) maupun bertahap (evolusi gradual).
89
Setiap 
perbuahan yang terjadi secara politik akan berpengaruh dengan perubahan secara 
ekonomi. Karena di lapangan politik harus menimbulkan perubahan baru dalam 
ekonomi atau sebaliknya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Masyarakat humanis menurut Soekarno dapat dicapai jika manusia itu bebas 
dari segala belenggu penjajahan, terutama imperialisme dan kapitalisme 
menindas. Pada hal ini Soekarno mewujudkan dalam sebuah paham 
Marhaenisme, yang di dalamnya terkandung asas-asas nasionalisme dan 
demokrasi yang memperjuangkan manusia dari segala bentuk ketertindasan, 
keterkungkungan, dan kemiskinan. 
2. Implementasi Marhaenisme sebagai upaya Soekarno untung mengkat martabat 
rakyat dari ketertindasan adalah dengan melakukan pemberdayaan pada 
masyarakat sipil dengan memandirikan masyarakat atau mengoptimalkan 
kemampuan masyarakat untuk berkarya serta mempersatukan seluruh kalangan 
masyarakat dari segala bentuk pengkotakan-pengkotakan status sosial, ras, 
agama, suku, dan golongan yang telah terpecah belah oleh sistem kapitalisme 
dan imperialisme. 
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B. Saran-Saran  
1. Akademis 
Penelitian mengenai pemikiran-pemikiran Soekarno sebagai seorang pemikir 
dan pemimpin besar memanglah sudah sering dilakukan, akan tetapi Penelitian 
mengenai pemikiran Soekarno secara utuh belum banyak ditemukan. Seperti 
halnya Soekarno hanya dilihat dari kaca mata keilmuan tertentu sebagai 
seorang humanis, marhaenis, dan feminis. Padahal pemikiran Soekarno 
melapaui lebih dari hal itu. 
2. Masyarakat 
Inti dari pemikiran marhaenisme masihlah sangat penting dan berlaku dalam 
kehidupan bermsayarakat, pengkotakan-pengkotakan yang kian hari makin 
terbentuk kembali seiring dengan redupnya ingatan terhadap pemikiran besar 
Soekarno mengenai faham marhaenisme. 
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